Menimbang

BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa berdasarkan Pasal 274 ayat (5) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam S (lima)
tahun pelaksanaan RPJMD;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, perubahan capaian
sasaran tahunan RPJMD tanpa mengubah target capaian
sasaran akhir, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, membagi urusan Pemerintahan
Daerah menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Pilihan;

bahwa pembagian Urusan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyebabkan
perubahan yang mendasar terhadap Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,huruf b,
huruf ¢, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4819);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneisa Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten
Karawang.

2. Bupati adalah Bupati Karawang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
perangkat daerah.

Kinerja organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari
visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai
secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusa
yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Karawang yang selanjutnya disebut Bappeda adalah
OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta
pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah di Kabupaten Karawang.

Kepala Badan adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Karawang 2005-2025 yang selanjutnya
disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan
daerah Kabupaten Karawang untuk periode 20 (dua
puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah dan mengacu pada
pembangunan jangka panjang nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 yang
selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata
Ruang wilayah Kabupaten Karawang yang terdiri atas
rencana pola ruang dan rencana struktur ruang
Kabupaten Karawang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
Perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk
periode 5 (lima) terhitung sejak tahun 2016 sampai
dengan tahun 2021.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan
OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
Kabupaten Karawang untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja
OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk
periode 1 (satu) tahun.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Karawang dan DPRD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan dan sasaran adalah araha bagi pelaksanaan
setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi
dan misi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah kebijakan strategis adalah pedoman untuk
mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih
terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu ke waktu.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah wuntuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan daerah.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan,
proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
program.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi.

Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan
yang disusun untuk mencapai sasaran hasil
pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari
anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral
dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan
sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,
berdaya  saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.



(1)

(2)

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-
2021 dengan Kebijakan Nasional adalah untuk
menyempurnakan RPJMD dengan kondisi daerah dan
kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
berkembang

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelerasan RPJMD adalah penajaman
terhadap kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, dan indikator kinerja utama, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan
oleh organisasi perangkat daerah untuk :

perencanaan jangka menengah;

perencanaan tahunan;

penyusunan dokumen penetapan kinerja;

pelaporan akuntabilitas kinerja

evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

™o a0 T

pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan-kegiatan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan hasil penyelarasan RPJMD.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil
penyelarasan RPJMD mengacu pada regulasi yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian
terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pimpinan Perangkat Daerah melakukan :

a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator
kinerja utama di lingkungan unit kerja masing-masing;
dan

b. melakukan koordinasi untuk pengintegrasian sistem
pengukuran  kinerja dengan = sistem = administrasi
pemerintahan yang lainnya baik perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan
pertanggungjawaban.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Penyelarasan RPJMD berakibat terhadap perubahan
penetapan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan
indikator kinerja utama.

(2) Penyelarasan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas :

a. Lampiran I : Penyelarasan Keterkaitan Tujuan dan
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Karawang 2016-2021

b. Lampiran II :  Penyelarasan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Kabupaten Karawang Tahun
2016 - 2021

c. LampiranIIl : Penyelarasan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Perangkat Daerah Tahun 2016-
2021



Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 4@ Jusi 2019

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 10 Juni 2019

DAERAH KABUPATEN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR: 17 .



LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Penyelarasan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang 2016-2021

Misi Pertama :
Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa

Tujuan Sasaran Strategi Kebijjakan
Mewujudkan tata 1 Meningkatnya 1. Peningkatan 1. Implementasi SAKIP
kelola pemerintahan tatakelola Akuntabilitas (Sistem Akuntabilitas

yang bersih, efektif,
efisien dan bebas
KKN

pemerintahan yang
bersih dan efisien

Daerah dan
Pelayanan Publik

Peningkatan
Pelayanan Publik

Peningkatan
Kapasitas dan
Kompetensi Sumber
Daya Aparatur

Pengawasan Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

Kinerja Instansi
Pemerintahan)

Implementasi
Reformasi Birokrasi
(8 Area Perubahan)

Pendidikan dan
Pelatihan ASN

Implementasi SPIP
(Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah)




Penyelarasan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang 2016-2021

Misi Kedua:
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1.  Mewujudkan Meningkatnya 1. Meningkatan 1. Peningkatan Sarana
peningkatan kualitas derajat kesehatan Kualitas Pelayanan dan Prasarana
hidup masyarakat masyarakat Kesehatan Pelayanan
Kesehatan
Terkendalinya L. Mengendalikan 1. Intensifikasi KB
pertumbuhan pertumbuhan
penduduk penduduk
Meningkatnya 1. Mewujudkan mutu |1. Menyelenggarakan
kualitas pelayanan dan keunggulan wajib belajar
pendidikan pendidikan pendidikan dasar
sembilan tahun yang
bermutu
2 Meningkatkan
perluasan dan
pemerataan
pendidikan melalui
jalur formal dan non
formal
Meningkatnya 1 ¥ Melakukan 1. Peningkatan Peran
pemberdayaan pendampingan Serta dan
perempuan teknis dalam Kesetaraan Gender
penyusunan dalam Pembangunan

program, kegiatan
dan anggaran yang
responsif gender
melalui Perencanaan
dan Penganggaran
yang Responsif
Gender (PPRG);

melalui Penyusunan
Perencanaan dan
Penganggaran yang
Responsif Gender
(PPRG) di perangkat
daerah.




Penyelarasan Keterkaitan Tujuan da

n Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang
2016-2021

Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum

Misi Ketiga :

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan 1. Meminimalkan 1. Peningkatan kualitas
stabilitas keamanan Ketentraman dan konflik vertikal dan pembangunan
yang kondusif bagi Ketertiban Umum horisontal di melalui
pembangunan daerah Kabupaten Karawang penyelenggaraan
wilayah ketenteraman dan

ketertiban umum
2. Meningkatkan
perlindungan atas
kepentingan umum
2. Dukungan dan 1. Meningkatkan
fasilitasi penegakan kepatuhan
hukum masyarakat terhadap
peraturan daerah
2. Meningkatkan

Meningkatnya
Partisipasi
masyarakat dalam
dalam pemilu

Meningkatkan
partisipasi
masyarakat secara
aktif dalam
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa dan
bernegara

kesiagaan aparatur
keamanan dalam
mengamankan
wilayah

Pelaksanaan pesta
demokrasi yang
berkualitas
berdasarkan standar-
standar dan prinsip
pesta demokrasi




Penyelarasan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang

2016-2021

Misi Keempat :
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Peningkatan 1. Meningkatnya 1. Pembangunan, Pengembangan
kualitas kualitas dan pemeliharaan, dan infrastruktur jalan
infrastruktur kuantitas peningkatan diselaraskan dengan
dasar infrastruktur di kapasitas dan jalan nasional serta
Kabupaten kualitas provinsi dalam
Karawang infrastruktur jalan rangka
meningkatkan
konektivitas antar
bagian wilayah
dalam kabupaten
untuk mendukung
sistem logistik
nasional
2. Pengembangan dan Peningkatan
pengelolaan sistem pemanfaatan dan
irigasi partisipatif pemeliharaan
infrastruktur irigasi
berbasis partisipasi
masyarakat
2. Meningkatnya 1. Penanganan Rehabilitasi rumah
pengelolaan terhadap rumah tidak layak huni
kawasan tidak layak huni
permukiman
layak huni
2.  Meningkatnya Peningkatan akses

kualitas dan
cakupan pelayanan
sanitasi

dan mutu pelayanan
air minum

Peningkatan
kualitas cakupan
pelayanan
persampahan

Peningkatan
kapasitas fasilitas
pengelolaan air
limbah domestik




Penyelarasan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang
2016-2021

Misi Kelima :

Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Mewujudkan
Kemandirian
Desa

Pengentasan Desa
sangat Tertinggal
serta terwujudnya
Desa Mandiri

Optimalisasi
pemanfaatan
potensi desa
(Sumberdaya
Sosial, Ekonomi
dan Ekologi)
melalui
Pendekatan
Partisipatif

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat, Pengembangan
Kelembagaan Ekonomi dan
Peningkatan Kualitas
Aparatur Pemerintahan Dalam
mendukung Pembangunan
Desa




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG INDIKATOR KINER.

Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Kabupate

Keterkaitan Misi 1,

IA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

n Karawang Tahun 2016-2021

Misi 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah vang Bersih

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karawang 2016-2021

dan Berwibawa

Sasaran . ; Target Sasaran
Tujuan Deskripsi indikator Kinerja Formulasi/Cara Gapaian
] N : : Satuan Alasan Sumber Data 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sasaran Utama Pengukuran
Mewujudkan tata | Meningkatnya |Nilai/predikat SAKIP |Hasil Evaluasi AKIP |Predikat Sesuai Amanat Semua SKPD |C C ce cC B B BB
kelola tatakelola Kabupaten Kabupaten olch Perpres No 29
pemerintahan yang pemerintahan Kemenpan Tahun 2014 ttg
bersih, efektif, yang bersih dan Sistem
efisien dan bebas efisien Akuntabilitas
KKN Kinerja Instansi
Pemerintah
(SAKIP)
Nilai Opini BPK Hasil Evaluasi / Kategori/ |Sesuaidengan BPKAD WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
terhadap Laporan Opini BPK RI Nilai agenda Bupati
Keuangan Daerah Karawang untuk
mempertahankan
WTP sampai akhir
masa jabatan
Nilai LPPD Nilai Evaluasi Nilai Berdasarkan PP 3 |Semua SKPD 3,2 3,09 3<.24 |3g.s4 |3s..54 3s.$4 |3s..54
Kinerja Tahun 2007 (Sangat (Sangat (Sangat (Sangat (Sangat (Sangat (Sangat
Penyelenggaraan Pemerintah Tinggi) Tinggi) Tinggi) Tinggi) Tinggi) Tinggi) Tinggi)
Pemerintahan Kabupaten
Daerah oleh Karawang
Kemendagri berkewajiban
menyampaikan
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Indeks Reformasi 60% Komponen Yo Indeks RB Kementerian |- > 70— 80 |>70-80 |>70-80 |>70- 80 |>70-80
Birokrasi (RB] Pengungkit + 40% Unevaluated PAN & RB [Sangat (Sangat (Sangat (Sangat (Sangat
Komponen Hasil berdasarkan Baik) Baik) Baik) Baik) Baik)
Permen PAN RB
No. 14 Tahun
2014 ttg Pedoman
Evaluasi
Reformasi
Birokrasi




Keterkaitan Misi 2, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karawang 2016-2021
Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing

Sasaran Target Sasaran
Tujuan Deskripsi Sasaran | '*a10" Kiner Formulasi/Cata Pengukuran Satuan Alasan SumberData | SrERENES 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mewujudkan 1 Meningkatnya Indeks Yo Indikator Makro BPS, Dinas 79,23 79,28 79,32 79,37| 79,41 79,46 74,51
penmgkatan derajat keschatan |Keschatan IKesehatan
kualitas hidup masyarakal Kabupaten
masyarakat Karawang
2. Terkendalinya Laju % Indikator Makro BPS, DPPKB 1,04 1,02 099 0,97 095 0,93] 0,91
pertumbuhan Pertumbuhan T
penduduk Penduduk (LPP)
3. Meningkatnya  [indeks e v Indikator Makro BPS, Dinas 56,05 56,27 56,5 56,73 56,96 57,18 57,41
kualitas Pendidikan PRtk aaia Pendidikan
pelayanan Kabupaten
pendidikan Karawang
4. Meningkatnya Indeks [l ot 2, had Indeks Pembangunan Gender (IPG) CFPPA 89,60 89 64 89,68 89,72 89,76 89,80 89,84
pemberdayaan Pembangunan ‘ masuk dalam KU karena IPG adalah
perempuan Gender (IPG) sebagai tolak ukur keberhasilan program
pengarusutamaan gender yang
dilaksanakan di Kabupaten Karawang,
walaupun tidak melaksanakan
pengukuran [PG, namun DPPPA
Kabupaten Karawang bertugas scbagai
koordinatar dalam pelaksanaan program
tersebut.
S Meningkatnya Capaian Nilai Pengembangan KLA dan perluasan wilayah Skor Amanah Undang-Undang Permenneg PP |DPPPA
perlindungan Evaluasi Kota perconiohan KLA dapat dilakukan melalui PA NO. 11 tig Kebijakan Pengembangan - 575,05 605,45 63585 666,25 696,65
Anak Layak Anak pendekatan-pendekatan; Kab/Kota Layak Anak

a. Bottom-up: dimulai dari keluarga, gerakan
masyarakat, demeluas ke RT/RW ke
desa/kelurahan - dalam wujuc
“DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK", selanjutnya
meluas ke kecamatan - dalam wujud “KECAMATAN
LAYAK ANAK", dan berujung paca kabupaten/kota
dalam wujud “KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK™

b. Top-down, dimulai dengan fasilitas: dan tingkat
nasional, menuju ke provins: dan berujung pada
kabupaten/kota, dalam wujud "KABUPATEN/KOTA
LAYAK ANAK™ 37

c. Kombinasi antara bottam-up dan top-down;
sedangkan perluasan cakupan wilayah
percontohan KLA dapat dilakukan melalui
pendekatan: Replikasi Internal dan Eksternal

Lima Kategori KLA :

1. Pratama —» 501-600 — 12 komponen tidak ada
angka dibawah 70 % nilai maksimal dan komponen
tertentu harus mencapai angka mutlak

2. Madya — 601-700 — 17 komponen udak ada
angka dibawah 70 % nilai maksimal dan kemponen
tertentu harus mencapai angka mutlak

3. Nindya — T01-800 — 20 komponen tidak ada
angka dibawah 70 % nilai maksimal dan komponen
tertentu harus mencapai angka mutlak

4. Utama — 801-900 — 22 komponen tidak ada
angka dibawah 70 % nilas maksimal dan kemponen
tertentu harus mencapai angka mutlak

5. Kabupaten/Kota Layak Anak — 901-1000 —24
komponen ndak ada angka dibawah 70 % nila
maksimal dan komponen tertentu harus mencapai
angka mutlak




Tujuan

Sasaran

Tasget Sasaran

Deskripsi Sasaran

Indikator Kinerja

18]

5

Formulasi/Cara Pengukuran

Satuan

Alasan

Capasan 2015

2016

2017 2018

2019

2020

2021

Meningkatkan
Kescjahteraan
Masyarakat
melalui
peningkatan
kemandirian
ckonom

Meningkatnya
peluang kerja

A
Tingkat

terbuka (TPT)

pengangguran TF

Jumlah Pengangguran

~ Jumlah Angkatan Kerja

x 1009

TPT adalah suatu mlai persentase
perbandingan jumlah Penganggur dengan
jumlah Angkatan Kerja, penurunan
persentase dapat dindikasikan
penyerapan tenaga kerja meningkat,
tetapi jika persentase memngkat
kemungkinan faktor yang
mempengaruhinya adalah terjadinya
peningkatan jumlah Angkaran Kerja
sebaga skibar dari meningkatnya laju
pectumbuhan penduduk, serta
meningkatnya angka lulusan sekolah.
Kemungkinan juga adanya peningkatan
jumlah penduduk sementara yang tidak
bekerja, berkeinginan untuk bekerja atau
sedang mencan pekerjaan, sehingga
menambah jumlzh pengangguran

11.88

10|

4.5

i

2

Meningkatnya

Nilai tukar petani

pendapatan petani N

produksi
pertanian

Terpenuhinya
kebutuhan
pangan
masyarakat

Produkuvitas
‘Tanaman Padi

Harapan

L indeks yang duerima petani (Tt) 100

indcks yang dibavar petam (Ib)

Py G Produktivitas tanaman padi adalah :
Produktivitas = Produksi (Kw)/Luas Panen (Haj

Skor Pola Pangan | Skor PPH = %AKG x Bobot
AKG = Angka Kecukupan Gizi
Bobot = Bobot masing-masing golongan pangan

Kw/Ha

Persen (%)

Indikator Kinerja Penyzslenggaraan
Pemerintaha Daerah terkait Aspek Daya
Saing Daerah, sebagaimana tercantum
dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPIJMD dan RKPD

Untuk mempertahankan precikat
Lumbung Padi Jawa Barat melalui Upava
pemingkatan produktivitas padi dengan
mengoptimalkan sumberdaya lahan yang
masih tersedia dapat dilakukan dengan
lebih efisien bila dilaksanakan pada lahan-
lahan yang sesuai atau lahan dengan
kondisi fisik yang sangat mendukung dan
juga dengan penggunaan teknologi tepat
guna

Tanaman padi merupakan produk
pertanian utama di Kabupaten Karawang
bila dibandingkan dengan tanaman
perkebunan dan palawija selain juga
status Kabupaten Karawang sebagai
tumbung Padi Jawa Barat, sehingga
tanaman padi menjadi fokus utama dalam
peningkatan produksi pertanian

Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintaha Daerah terkait Aspek
Kesejahteraan Masyarakat, sebagaimana
tercantum dalam Permendagn No. 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
RPJPD dan RPIMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPIMD dan RKPD

105.69

79,48

106,75

o
&)

83,5

107.82

107.82

75,88

76,64

107.82

107.82

78,18

107.82

91,5

78.96

93,5




Tujuan

Sasaran

Deskripsi Sasaran

Indikator Kinerja
Utama

Formulasi/Cara Pengukuran

Satuan

Alasan

Sumber Data

Capaian 2015

Target Sasaran

2016

2017

2018

2019

2020

2021

161

N i

pendapatan
masyarakat
Perikanan

Meningkatnya
pariwisata yang
berbasis budaya
lokal

pendapatan
masyarakat

perik

nan

Jumlah
Wisstawan

Rumus Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Perikanan

A3 AMPio
X it

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten
Karawang

Orang/tahun

Kabupaten Karawang dengan panjang
pantai kurang lebih 84 km sehingga
sumberdaya laut merupakan potensi
sumberdava alam yang cukup besar di
Kabupaten Karawang selain juga potensi
perikanan budidayanya. Oleh karena itu
indikator Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintaha Daerah terkait Aspek
Pelayanan Umum pada Layanan Urusan
Pilihan Kelautan dan Perikanan,
sebagaimana tercantum dalam
Permencdagri No. 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi RPJPD dan RPIMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPIMD dan
RKPD dapat digunakan

Sebagai bahan data evaluasi keborhesilan
pariwisata Kabupaten Karawang

Dinas Perikanan

Dinas Parwisata
dan Budaya

1,61

6123.383

161

~1

455084

5

1,61

B.278.267

161

9.276.589

10.374.510]

o
3
o

11.198:




Keterkaian Misi 3, Tujuan dan Saran Kabupaten Karawang 2016-2021

Misi 3 : Mewujudikan Masyarakar Demokratsi Berlandaskan Hukum

Tujuan Sasaran Capaian Target Sasaran
= Deskripsi Sasaran Indikator Kinerja Formulasi/Cara Pengukuran Satuan Alasan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mewujudkan 1. Meningkatnya ndeks ketentraman | Persentase penyelesaian pelanggaran  |% Tentram ialah aman atau (udak rusuh, 100%) 100% 100% 100%! 100%| 100%] 100%;
stabilitas keamanan Ketentraman dan dan ketertiban umum |ketenteraman dan ketertiban tidak dalam kekacauan) misalnya di daerah
vang kondusif bagi Ketertiban Umum umum/jumlah pelanggaran yang aman, orang-orang bekerja dengan
pembangunan daerah ketenteraman dan ketertiban yang senang, tenang (tidak gelisah, renang hati,
wilayah terlaporkan X 100% pikiran).
(Komposisi penyusunnya adalah Tertib adalah kondisi dimana semua
penegakan percla dan perbup, laporan peraturan yang berlaku dipatuhi oleh
| jumlah kriminalitas kab. karawang, masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat
kanflik sosial} terwujud dengan kesadaran sendiri dari
(Tingkat keberhasilannya : dengan masyarakat maupun dengan paksaan oleh
membandingkan indeks ketentramarn petugas.
dan ketertiban umum tahun n dengan Upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan
tahun n-1; jika ralai lebih rendak cara menyelesaikan setiap pelanggaran
menunjukkan capaian yang lebih baik) vang terlaporkan.
Semakin tinggi prosentase tingkat
penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah
yang terlaporkan, maka semakin tinggi
pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di
Kabupaten Karawang.
Pada Pasal 12 Ayat (1) huruf (e} Undang-
undang No. 23 Tahun 2014 menetapkan
bahwa “ketenteraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat masuk
dalam urusan pemerintah wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar.
DisGinisi hue menuzninklian hohwa
2. Meningkatnya Partisipasi|Angka partisipasi Jumlah pemilih dibagi jumlah pemilik Amanah Peraturan Komisi Pemilihan
masyarakat dalam PilPres/Pileg/Pilgub  |hak suara dikali 100% Umum Rl No. 10 Tahun 2018 tentang
pemilu Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaran Pemilihan Umum dan
Amanah Peraturan Komisi Pemilihan
Umum RI No. 8 Tahun 2017 tentang
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walkil
W alilenes
Pilpres ) 69,86%|- -
Pileg* : Vo
* DPR -
* DPD = #
* DPRD Jawa Barat - >
* DPRD Karawang " = = -
Pilgub %% 59,22%|- > . -
- Pilbup v 53,08%]|- - -
>53,98
Sumber Data KPU Kab. Karawang




Keterkaitan

Misi 4, Tujuan dan Saran Kabupaten Karawang 2016-2021

Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari

Tujuan

Sasaran

Deskripsi Sasaran

Indikator Kinerja

Formulasi/Cara
Pengukuran

Satuan

Alasan Sumber Data

Target Sasaran

Capaian
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Peningkatan kualitas
infrastruktur dasar

N

Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur di

Kabupaten Karawang

Meningkatnya

pengelolaan kawasan

permukiman layax
huni

Persentase jaringan
jalan kabupaten
dalam kondisi baik

Persentase Saluran
Irigasi Kabupaten

Rasio rumah layak
huni

Persentase

perkotaan

yang kondisinya baik

penanganan sampah

Panjang jalan kondisi bak

Pamang jalan selurubnya

Jumlah rumah layak
huni yang dibangun

total jumlah rumah
dibangun dari tahun

100%

Volume prsd:‘l:.samh'

pada tahun [n} dibagi
layak huni yang akan

2016 s.d. 2021 dikali

o0y
Yo

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Dinas PUPR
Penataan Ruang (Peraturan Menteri
Pekerjran Umum Republik Indonesia
Nomor 01/PRT/M/2014, tentang SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang)

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Dinas PUPR
Penataan Ruang (Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor 01/PRT/M /2014, tentang SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang)

Dinas PRKP
(akumulatif)

Masih terdapatnya rumah yang tidak
layak huni tersebar di Kabupaten
Karawang

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018
tentang SPM pemerintah Kabupaten
memiliki kewajiban terkait penyediaan
rumah yang layak huni bagi
masyarakat

Jumlah Rulahu Rusak Berat yang
akan dibangun dengan menggunakan
APBD Kabupaten Karawang dari
tahun 2016-2021 adalah sebanyak
6.478 unit

Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kebersihan

Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintaha Daerah terkait Aspek
Pelayanan Umum pada Layanan
Urusan Wajib Non Dasar Lingkungan
Hidup, sebagaimana tercantum dalam
Permendagri No. 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD
dan RKPD

60%

23,96%

6,47%

65%

30%

7,96%

33,52%

70%

34,46%

29,94%

41,35%)|

75%

38,92%

45,99%

43,41%

B0%

43,38%

65,01%

45,58%

85%

83,53%

47,86%

90%

52,30%

100,00%

50,26%




IKTL = Indeks
Kualitas Tutupan

Lahan

kurmulatif akan dijadikan ukuran

dalam IKLH provinsi dan nasional.

Sasaran . Target Sasaran
Tujuan Formulasi/Cara (_:r.;?z l
) Deskripsi Sasaran Indikator Kinerja e e Satuan Alasan Sumber Data| 201S 016 2017 2018 2019 2020 2021
PengukKuran

Menjaga kualitas dan Terwujudnya Indeks Kualitas KLH Karawang = % Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas 38,00% 40,00% 43,00%| 45,00%] 50,00%
kelestarian lingkungan hidup Lingkungan Hidup {30%*IKA] + (IKLH) merupakan ekspresi dari Lingkungan
lingkungan hidup yang berkualitas (30%*1KU) + (40%" kondisi lingkungan hidup suatu Hidup dan
untuk mendukung IKTL) daerah. Diukur dari 3 anasir yaitu Kebersihan
pembangunan yang IKA = Indeks Kualitas indeks kualitas air, indeks ki
berkelanjutan Air udara dan indeks tutupan hut

IKU = Indeks Kualitas| IKLH akan diukur di setiap

Udara kabupaten/kota yang secara




Kererkaitan Misi 5, Tujuan dan Saran Kabupaten Karawang 2016-2021

si 5 : Membangun Kabupaten Karawang melalui Penguatan Desa

tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015 - 20 19 [RPJMN 2015 - 2019), yakni|
mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan
meningkatkan jumlah Desa Mand iri sedikitnva 2000 Desa
pada tahun 2019. Sasaran pembangunan tersebut
memeriukan kejelasan lokus (Desa) dan stamus
perkembangannya.

1DM Iebih menvatakan fokus pada upaya penguatan otonomi
Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya
peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti vang
dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan
pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan
No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa).

uu

Desa Tertinggal =
123 desa

Desa Berkembang
= 128 desa

Desa Maju =34
desa

Desa Mandiri = 2
desa

Sasaran Target Sasaran
j Form i € Capaian 2015 = .
Tajuems Deskripsi Sasaran Indikator Kinerja ru;”f::rtrq Satuan Alasan Sumber Data " = 2016 2017 2018 2019 2020 2021
S CILIRUTSD
ujudkan 1. Pengentasan Desa |Penurunan (Jumlah desa sangart Vo Jumiah Desa |Amanah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Kementerian Desa, 7.52% desa sangat [6,01% (8 |4,51% (6 3,01% (4 |1.5% (2 0% (0 0% [0
landirian desa sangat tertinggal Persentase desa tertinggal)/ (Jumlah |sangat tertinggal |Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembangunan Daerah tertinggal (10 desa  |Desa Desa Desa Desa Desa Desa
dengan status desa  |Desa Sangat Indeks Desa Membangun (IDM) Tertinggal dan sangat tertinggal)  [sangat sangat sangat sangat sangat sangat
sangat tertinggal Tertinggal ditambah Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan |Transmigrasi/DPMD/BPS Desa Sangat tertinggal) |tertinggal) |tertinggal) tertinggall [tertinggal) tertinggal
Desa Tertinggal| untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran Tertinggal = 10
x100% pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana desa




Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Karawang

Tahun 2016-2021

Misi Tujuan Indikator Tujuan Definisi Operasional Rumus Satuan Target
2016 2021
Misi Pertama : Mewujudkan tata Indeks Tata Kelola Pemerintahan |indonesia Governance Index (IGI) adalah pengukuran |Indeks tata kelola pemerintahan Indeks Masuk dalam posisi skala 4,86 - 6,14
Mewujudkan Aparatur kelola pemerintahan |(/ndonesia Governarice Index J1G1) |kinerja tata kelola pemerintahan (governance) di o — p—_— e
Pemerintah Daerah vang bersih, efektif, Indonesia yang sangat komprehensif. Angka Indeks — W o 00 M T i
yang Bersih dan efisien dan bebas keseluruhan merupakan komposit dari empat arena
Berwibawa KKN tata kelola pemerintahan, yaitu Pemerintah, Birokrasi, e
Masyarakat Sipil, dan Masyarakat Ekonomi. Keempat o
arena diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi
pentingnya dijalankan sesuai dengan prinsip- prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik, vaitu Partisipasi,
Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi, Efisiensi dan
Efektivitas. 1G] merupakan sumber data yang kaya
bagi para pembuat kebijakan dan pengambil
keputusan, akademisi, peneliti, aktivis maupun
masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi
rujukan untuk evaluasi dan advokasi berdasarkan
data dan bukti- bukti (evidence-based)
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Indeks RB Unevaluated berdasarkan Permen PAN RB  |60% Komponen Pengungkit + 40% > 70 - 80 (Sangat Baik)
No. 14 Tahun 2014 ttg Pedoman Evaluasi Reformasi  |Komponen Hasil
Birokrasi
Misi Kedua : Mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur Yo 68,1 70,6
Mewujudkan peningkatan kualitas capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah IPM = 21, % reenss ¥ e % 100
Kabupaten Karawang hidup masyarakat komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran
yang Berdaya Saing kualitas hidup, IPM dibangun melaiui pendekatan tiga
dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks
kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pendapatan
Meningkatkan Indeks Gini Indeks ketimpangan Kemakmuran berdasarkan PP No. | 1 Indeks 0,53 0,36-0,49
kesejahteraan 6 Tahun 2008 ‘ g
masyarakat melalui | G = —"Np(y. ry)
peningkatan \[:)?y
kemandirian
ekonomi
Dimana:
fpi = frekuensi penduduk pada
kelas pendapatan ke i
Fci = frekuensi kumulatif dari total
pendapatan pada pendapatan ke i
k = banvak kelas
Fc,., = frekuensi kumulatif dari total]
pendapatan pada kelas pendapatan
kelas ke i




Target

Rumus Satuan

Misi Tujuan [ndikator Tujuan Definisi Operasional greTH 0o
LFE {Laju Pertumbuhan KEkonomi) z % 3 -0 3-6
A i
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan
kondisi perekononiian susail NCEAra Secard
berkesinambungan menwju keadaan vang lebih baik
selama perinde tertentu. Pertumbuhean ekononmi dapat
diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam
pentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya
pertumbrhan ckonomi merupakan indilcasi
keberhasilan pembangunan ekanomi
Misi Ketiga . 1. Mewujudkan Angka Krimnnalitas Anpgka kriminalitas yang tertangani, berdasarkan PP [Jumlah tindak kriminal tertangani Angka 433
Mewijudkan stabilitas keamanan HNe. b Tahun 2008 dalam 1 wahun/Jumiah penduduk} x
Masyarakat vanyg kondusif bagi 10000
Demokratis pembangunar
Berlandaskan Hukum wilavah
Wisi Keempat 1. Peningkatan kualitas [Laju Pertumbuhan sckter Produk Domestik Regional Bruto padsa tingkar regional Laju pertumbuhan PDRB diperolch % 8,95
Mewnjudkan infrastruxtur dasar |Konstruksi pada PDRE (%) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untul dari perhitungan PDRE atas <lasar
Habupaten Karawang menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. harga konstan. Yaitu dengan cara
yang Asri dan Lestart PDRE menurut lapangan usaha terdiri atas 17 mengurangi nilai PDRB pada tahun ke
klasifikasi lapangan usalia. n terhadap nilai pada tahun ke n-1
PDRE menurut lapangan usaha dirinei menurut total  f{tahun sebelumnya) dibagi dengan
nilai tambah dari selurub sektor ekonomi yang nitai pada tahun ke n-1, dikalikan
mencakup lapangan usaka pertanian, kehutanan dan |dengan 100 persen.
perikanan; pertambangan dan penggalian; industri Laju pertumbuhan menunjukkan
pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, |perklembangan agregat pendapatan
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; dari satu waktu tertentu terhadap
konstruksi; perdagangan besar dan eccran, reparasi  |waktu sebelumnyva.
mobil dan sepeda motor; ransportasi dan
pergudangan; penyvedinan akomodasi dan makan
minum; informasi dan kemunikasi; jasa keuangan dan
asuransi; real estat; jusa perusahaan; adminiserasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
dan jasa lainnya
2 Menjaga kualitas dan|Indeks Kualitas Lingkungan Hidup§indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH] terbagi 1KLH Karawang = [30%*1KA) + %a -

kelestarian
lingkungan hidup
untuk mendukung
pembangunan
herkelanjutan

dalam tiga komponen vang terdici dari Indeks
Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara dan
Indeks Tutupan Lahan

[30%*KU) + [40%* [KTL)

1KA = Tadeks Kualitas Air

IKU = Indcks Kualitas Udara
[KTi, = Indeks Kualilas Tutupan
Lahan




Definisi Operasional

Rumus

Satan

Target

Melalui Pengnatan
Desa

- IkL = indaks Ketahanan Lingkungan)
(Ekologi)

Mist Tujuan indikator Tujuan 016 g2l
Mial Lelne : 1. Mewujndkan Peningkatan Status kemandiran Berdesarkan kriteria lndeks Drsa Membangun. seria  {IDM =1/3 x( IKE+IKS+IKL) Indek 0.62997 0.712748 (Maju)
Membangn Kemandirian Desa desa Kabupater Karawang mervjukl pada Permendes No. 2 Tahun 2616 tentang IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi: [Berkembangi
Kabupaten Karawang indeks Desa Membangun .- IKS = Indeks Ketahanan Sesial




LAMPIRAN 111 : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

ama perangkat Daerah
ugas

ungsi

ndikator Kinerja Utama

N W=

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Setda kabupaten Karawang

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan Kebijakan dan pengkoordinasian

administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

Fengkoordinasian pelaksanaan tugas perangiat daerzh;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

Pelayanan administrasi dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Stratcgis

Pemerintahan daerah

efesien

- Nilai AKIP Kabupaten
Karawang

- Nilai Akuntabilitas
{AKIP) Setda

- Predilcat Nila1 LPPD
- Predikat Nilai AKIP

Tipe penghitungan :
Non Kumulatif

Sumber data; indeks RB berdasarkan Peren
RLN

- Kemendagri

- Kemenpan

Bagian Administrasi
pembangunan

Bagian Organisasi

Bagian umum dan
perelengkapan

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan (fermulasi pengukuran, tipe Unit SKPD
Sasaran Renstra SKPD RPMJMD yang Utama penghitungan, sumber data) Penanggungjawab Ket
| diacu
Meningkatnya kinerja Meningkatnya - Nitai LPPD Formulasi Pengukuran : Bagian Tata Pemerintahan
kelembagaan dan tatakelola dan Bagian administrasi
akuntabilitas pemerintahan umum
penyelenggaraan vyang bersih dan




Sasaran Strategis

Meningkatnya layanan
dan fasiliiasi dibidang
kerjasarna daerah

Meningkatnya layanan
administrasi pertanahan

%
¥ Rencana Promperda

Tipe penghitungan .

Kumulatif/
Sumber data: bag hukum

1. Undang undang Republik indenesia Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Feraturan Perundang undangan

2. Peratuiran Mentri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang

" |Pembentukan Produk Hukum Daerah

Sasaran Indikator Kinerja Pemnjelasan (formulasi pengukuran, tipe Unit SKPD Ket
Sasaran Renstra SKPD RPMJMD yang Utama penghitungan, sumber data) Penanggungjawab
diacu
Meningkatnya kualitas Persentase jumlah Formulasi Pengukuran . Bagian Hukum
produk hukum daerah produk hukum daerah
vang ditetapkan yang ditetapkan v Realisasi Produk hukum vg tetapkan x 100

Persentase
implementasi
kerjasanma daerah dan
pihak ketiga

Formulasi Pengulkairan :

¥ Realisasi MoU/ FKS antar daerah x 100 %

3 Rencana MoU; PKS antar daerah

T Realisasi MoU/ PKS pihak ketiga x 100 %

¥ Rencana MoU/ PKS pihak ketiga

Tipe penghitungan :

Kumuiatif

Sumber data:

1. Undang undang noinor 23 tahun 2014
tentang pemerintahan daerah

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama
Daerzh

Bagian Kerjasama Daerah

Persentase jumlah
penyelesaian
permasalaiian

pertanahan

Formulasi Penguicuran :

3" Realisasi penyelesaian adm pertanahan

{peta bidang] x 100%

Bagian Pertanahan




Sasaran Strategis

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan {formulasi pengukuran, tipe Unit SKPD Ket
Sasaran Renstra SKPD RPMJMD vang Utama penghitungan, sumber data) Penanggungjawab €
diacu

| Meningkatnya layanan
pengadan barang dan
iasa pemerintah

Y Rencana penyelesaian adm pertanahan

Tipe penghitungan :

Kumulatif
Sumber data ; Bag pertanahan

Persentase layanan
pengelelaan barang dan
jasa melalvi
seleksi/tender

Formulasi Pengukuran .

¥ Paket yang dilelangkan x 100 %
Y Paket yang direncanakan

Tipe penghitungan :

Non Eumulatif

Sumber data:

Perpes 56 tahun 2016 tentang Pengandaan
Barjas

pnengadaan barang dan jasa

Perpres 70/2018 ientang barjas

Bagian Barang dan Jasa

Meningkatnya layanan
kebijakan nerekonumian
daerah

1. Meningkatnya
peluang kerja

Cakupan Evaluasi
BUMD

Formulasi Pengukuran :
Predikat kineria BUMD berdasarkan auditor

publik

Tipe penghitungan :

Kuammdatif/ Non Kumulatif
Sumber data

Pagian FEkonomi

Meningkatnya layanan
kebijakan sosial
kemasyarakatan

2. Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat

Predikat Kabupaten
Sehat

Formulasi Pengukuran :

Predikat Padapa, Wiwerda dan Wistara

Tipe penghitungan :

Bagian Kesra




Sasaran Strategis

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe Unit SKPD Ket
Sasaran Renstra SKPD RPMJMD yang Utama penghitungan, sumber data} Penanggungjawab ¢
diacu

Non Kumulatif

Sumber data:

Peraturan Bersama Mentri Dalam Negeri dan
Mentri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan
nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 Tentang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Meningkatnya fasilitasi
daerah dalam
membangun masyarakat
yang demokratis

1. Meningkatnya
nartisipasi
masyarakat
dalam pemilu

2. Meningkatnya
ketentraman dan
ketertiban umum
daerah

Cakupan fasilitasi dan
layanan Pemdza dalam
penyelenggaraan
pendidikan politik
masyarakat

Forinulasi Pengulcuran :

Y realisasi fasilitasi pemda x 100 %

T fasilitasi pemda yang direncanakan

Tipe penghitungan :

Non Kumulatf

Sumber data:

1. Undang undang no 10 tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas undang undangno !
tahun 2015 tentang penetapan peraturan
pemerintahan pengganti undang undang
nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
undang undang (Bagian tata pemerintahan)

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian umum




Sasaran Strategis

yvang berwawasan
lingkungan

yang berwawasan
linglkungan

¥ skpd yang direncanakan

Tipe penghitungan ;

Kumulatif

Sumber data:

Undang undang RI No 32 Tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup (Bagian Perelconomian)

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan {formulasi pengukuran, tipe Unit SKPD Ket
Sasaran Renstra SKPD RPMJMD yang Utama penghitungan, sumber data) Penanggungjawab
diacu
2, Permendagri no 9 tahun 2005 tentang
pedoman bagi pemerintah daerah dalan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan
walil kepala daerah [Bagian tata
. pemerintghan)

Meningkatnya fasilitasi Terwujudnya Tingkat layanan dan Formaulasi Pengukuran : Bagian ekonomi

daerah yang mendukung lingkungan hidup [fasilitasi daerah dalam

program pembangunan yang berkualitas |mendukung program | skpd yang menerapakan ecooffice x 100%




1a Perangkat Daerah

S

gsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

. Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang
perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan

- 1. Penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan
pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pengkocrdinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal perencanaan pembangunan

serta penelitian dan pengembangan daerah;
3. Pengkoordinasian, pemantauar, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;

4. Pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sasaran Strategis

- IKU Penjelasan Unit SKFD Ket
aran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang diacu Penanggungjawab )
stensi perencanaan Meningkainya tata kelola Persentase Program Formulasi Penghitungan: Jumlah BAPPEDA
ym pembangunan pemerintah yang hersih dan efisten |Renstra Perangkat Daerah |Program dalam Renstra yang sesual
aien yang sesual dengan dengan RPIMD dikali seratus
RPJMD persen
Terwujudnya Lingkungan Hidup Tipe penghitungan: Non Akumulasi
vang berkualitas
Sumber data: Bappeda
Persentase kegiatan/Renja |Formulasi Penghitungan: Jumlah BAFPEDA

Perangkat Daerah yang
sesuai dengan RKPD

Kegiatan dalam Renja dibagi dengan
jumlah kegiatan RKPD kali seratus
nersen

Tipe penghitungan: Non Akumulatif

Sumber data: Bappeda




Sasaran Strategis

IKU Penjelasan Unit SKPD Ket
ran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang diacu Penanggungjawab )
Persentase usulan kegiatan [Formulasi Penghitungan: jumnlah BAPPEDA
Kabupaten berbasis kegiatan berbasis musrenbang yang
Musrenbang vang tertuan |tertuang dalam RKPD dibagi dengan
dalam RKPD jumlah seluruh kegiatan RKPD
dikalikan seratus persen dibanding
dengan target
Tipe penghitungan: Non Akumulatif
Sumber data: Bappeda
gkatnya kualitas Meningkatnya tata kelola Persentase format monev |Formulasi Penghitungan: Jumlah BAPPEDA
dalian dan evaluasi |pemerintah yang bersih dan efisien |yang terisi dan persentase |kolom dalam format terisi penuh
D realisasi kegiatan dengan |dan benar
yang tercantum dalam
Tipe penghitungan: Non Akumulatif
Sumber data: Bappeda
rkatan Kinerja Meningkatrnya tata kelola Predikat AKIP Bappeda Formulasi Penghitungan: Hasil BAFPFEDA
da pemerintah vang bersih dan efisien evaluasi dari inspektorat
Tipe penghitungan:Non Akumulatif
Sumber data: Inspektorat
gkatnya kualitas data |Meningkatnya tata kelola Persentase data statistik  [Formulasi Penghitungan: Data BAPPEDA

formasi

pemerintah yang bersih dan efisien

yang tersedia

Statistik yang tersedia dibagi target
dikali seratus persen

Tipe penghitungan: Non Alumulatif

Sumber data: Bappeda




ma Perangkat Daerah

cas Pokok

ngsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDM KABUPATEN KARAWANG

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM)

Membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang

kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

© ASN;

7 Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;

Pemantauarn, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan

" pelatihan ASN,

" pendidikan dan pelatihan;

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pennjang urusan pemerintahan daerah di

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

bidang kepegawaian serta bidang

m—

Sasarzan Stratcgis

- Sasaran RPJMD yang 1KU Penjelasan Unit SKF:D . Ket
Sasaran Renstra SKPD . Penanggungjawab
diacu
Formulasi Pengukuran : 1. Bl.d ans Pengembangan
Pegawai ASN
Jumlel: PNS yang memenuhi
3 i I 1 ipii 4 i k 4 1 e i i 1z i B LS i
rseclianya Aparatur S1p11‘ Meningkatnya Presentase ASN  yanug fcompet nsi  jabatan ledg 2. Eidang 'Pengadaa*l dan
para yang memenuhi tatakelola sesuai dengan jumlah keseluruhan PNS dikali|Pemberhentian ASN
andar kompetensi pemerintahan yang " . gan seratus persen
. . ompetensi Jabatan
batan bersih dan efisien

-ningkatan kompetensi
imber daya manusia
paratur Sipil Negara

Tipe penghitungan :
Kumulatif
Sumber data:

SIMPEG

Persentase pegawal yang
memiliki sertifikat diklat
peningkatan kompetensi

Formulasi Pengulturan .

1. Bidang Pengembangan
Pegawai ASN

———




——

Sasaran Strategis

a—

Jasaran Renstra SKPD

Sasaran RP.JMD yang
diacu

IKU

Penjelasan

Unit SKPD
Penanggungjawab

Ket

smberikan penghargaan,
engenakan sanksi dan
emberikan perlindungan
pada pegawai ASN
rdasarkan pada milai
sar, kode etik/kode
rilaku serta penilaian
neria yang objektif dan
An Sparan

eningkatnya layanan
Iministrasi kepegawaian
suai standar yang
rlalkcu

Jumlah pegawai yang memiliki
sertifikat diklat peningkatan
kompetensi  dibagi  jumlah
pegawai dikall seratus perscn

Tipe penghitungan

Kumulatif
Sumber data:
SIMPEG

[a)

2. Bidang Pendidikan dan
Pelatihan

Presentase penanganart
terhadap  pelanggaran
disiplin ASN

Formulasi Pengukuran :

Jumlah kasus pelanggaran
disiplin yang sudah diproses
dibagi jumlah pelanggaran
disiplin dikali seratus persen

Tipe penghitungan :

Kumulatif

Sumber data:

FARE, SIA Pengolah data

ahsensi pegawali

Bidang Kesejahteraan,
Disiplin dan Kepanglkatan
ASN

Presentase pelayanan
administrasi
kepegawaian berbasis
Teknologi Informasi

Formulasi Pengukuran .

Jumlah pelayanan administrasi,
kepegawaian berbasis Teknologi
Informasi dibagi jumlah
pelayanan administrasi
kepegawaian yang bisa ¢i IT
kan dikali seratus persen

1. Sekretariat BKFSDM;

2. Bidang Pengadaan dan
Pemberhentian Pegawai
ASN;




INDIKATOR KINERJA UTAMA

akuntabel

bersi hdan efisisn

APBLC kepada
DPRD
< Bulan Oktober

Persentase alokasi
mandatory sper.ding sesuai
peraturan perundang-
undangan

Alokasi belanja
Pendidikan Min. 20%,
Keschatan Min 10%,
Belanja Pegawai < 50%,
ADD dari Dana
Peritnbangan 10%

=Melebihi Standar

Bidang Anggaran

1. Nama Perangkat BADAN
Daerah PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
2. Tugas Pokok Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub
pengelolaan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi . 1. Penyusunan kebijakan teknis badan dan /atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset
9. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan kerangan dan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penurnjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub
pengeiolaan keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No SASARAN STRATEGIS ~ SASARAN RPJMD YANG KU PENJELASAN UNIT SKPD KET
?|  RENSTRA SKPD DIACU PENANGGUNG JAWAB :
1 2 3 4
1 |Mewujudkan Meningkatnya Ketepatan waktu Bidang Aggaran
Manajemen keungan tatakelola penyusunan APBD _
daerah yang pemerintahan yang Penyampaian Raperda




no SASARAN STRATEGIS ~ SASARAN RPJMD YANG KU PENJELASAN UNIT SKPD KET
° RENSTRA SKPD DIACU PENANGGUNG JAWAB ’
1 2 3 4
Bidang Penatausahaan
Optimalnya Pengelolaan Kas [Tercapainya rasic kenangan
Daerah kecukupan > 3 bulan gaji
Ketepatan waktu pelayanan |Penerbitan SP2D Bidang Penatausahaan
dukungan-dukungan maksimal 2 hari setelah
penatausahaan keuangan |SPM terverifiksi
Keuangan
Penyampaian LKPD Bidang Akuntansi
Unaudited sesuai standar
+ 31 Maret
LKPD tepat waktu ar
Pertanggungjawaban APBD |Penyampaian Raperda Bidang Akuntansi
Tepat Waktu Pertanggungjawaban
APED kepada DPRD > 3
bulan setelah Anggaran
2 |Mewujudkan Jumlszh data/informasi aset {Terpenuhinya Data Aset 3 |Bidang Aset
Pengelclaan aset yang yang akurat sesuai SAP jenis Data




INDIKATOR KINERJA UTAMA

mandatory spending sesuai

peraturan perundang-
undangan

Pendidikan Min. 20%,
Kesehatan Min 10%,
Belanja Pegawai < 50%,
ADD dari Dana
Perimbangan 10%

=Melebihi Standar

1. Nama Perangkat BADAN
Daerah PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
2. Tugas Pokok Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub
pengelolaan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi . 1. Penyusunan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan suh
pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No FASARAN STRATEGIS  SASARAN RPJMD YANG KU FENJELASAN UNIT SKPD KET
RENSTRA SKPD DIACU PENANGGUNG JAWAB )
1 2 3 4
1 |Mewujudkan Meningkatnya Ketepatan waktu Bidang Aggaran
Manajemen keungan tatakelola penyusunan APBD )
daerah yang pemerintahan yang Penyampaian Raperda
akxuntahel bersi haan efisien APBD kepada
LPRD
2 Bulan Oktober
Persentase alokasi Alokasi belanja Bidang Anggaran




<o SASARAN STRATEGIS  SASARAN RPJMD YANG - PENJELASAN UNIT SKPD KET
No RENSTRA SKPD DIACU B PENANGGUNG JAWAB '
1 2 3 4
Bidang Penatausahaan
Optimalnya Pengelolaan Kas Tercapainya rasio keuangan
Daerah kecukupan > 3 bulan gaji
Ketepatan waktu pelayanan |Penerbitan SP2D Bidang Penatausahaan
dukungan-dukungan maksimal 2 hari setelah
penatausahaan keuangan |SPM terverifiksi
Keuangan
Penyampaian LXKPD Bidang Akuntansi
Unaudited sesuai standar
+
LKPD tepat waktu £ 31 Maret
Pertanggungjawaban APBD |Penyampaian Raperda Bidang Akuntansi
Tepat Wakin Pertanggungjawaban
APBD kepada DPRD > 3
bulan setelah Anggaran
2 IMewujudkan Jumlah data/informasi aset [Terpenuhinya Data Aset 3 |Bidang Aset
Pengelolaan aset yang yang akurat sesuai SAP jenis Data




Perangkat Daerah
Tugas Pokok

Fungsi

dikator Kinerja Utam :

el A

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Pendapatan Daerah
Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan
sub pengelolaan keuangan dan asset daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

Penyusunan kebijakan teknis Badan dan /atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;

Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;

Pemantanan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;

Pembinaan tek

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

nis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan

Bidang PBB dan EPHTB,Bidang Pajak
Daerah lainnya,dan Bidang
Pengembangan Kapasitas.

Sasaran Renstra | Sasaran RPJMD . Unit SKPD
NO . KU Penjelasan Penanggung Ket.
SKPD yang di acu
Jawab
Foimulasi Perhitungan:
{Jml PAD Tahun n- jmi PAD Tahun n -
1)/(jml PAD Tahun n - 1} X 100 %
Meningkatnva PAD 1 Tipe Perhitungan:
o2 Tata Kelolg) , .
. |lmsialui Pemerintahan  yan Perseitase Kumulatif Badar Pendapatan
" |pemungutan  Pajak|, oo Eﬁsiei &l Peningkatan PAD Daerah
Daerai {Sumber Data:




Jama Perangkat Daerah
ugas
ungsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT KABUPATEN KARAWANG
Membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terbadap pelaksanaan urusan pemerinta
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Karawang mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,
2. Pelaksanaan pergawasan internal terhadap kinerja dan keuanga

3. Pelaksaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;

4, Penyasunan laporan hasil pengawasan.

n melalui aundit, reviu, evaluasi, pemantauan dan

han daerah, pelaksanaan pembinaan

Sasaran Strategis Unit SKPD
Sasaran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan Penanggungjawa| Ket
diacu b

ningkatnya akuntabilitas Meningkatnya tata  |Nilaj AKIP OPD Jumlah akumulasi nilai AKIP OPD Jumlah

erja dan pengelolaan kelola pemerintahan  |Rata-rata - o Inspektorat

aangan OPD yang bersih dan minimal baik

efisien

Pcrsentase Jumiah Rekomendasi Reviu LKPD yang ditindaklanjuti  x
Reknmendasi 6% - Inspektorat
Reviu LKFE

vang

Jumlah seluruh Rekomendasi Reviu LKPT)




gkat Daerah : Sekretariat DPRD
Pokok

4, Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan DPRD

- Memberikan dukung

INDIKATOR KINERJA UTAMA

an terhadap kelancaran tugas dan wewenang DFRD
i1 . 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD

5. Penyediaan dan pengkcordinasian Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD

UNIT SKPD
ARAN RENSTRA SKPD SASAMIL&"&I}“D YANG IKU PENJELASAN PENANGGUNG | KET.
JAWAN
painya target Meningkatnya Tata Kelola 1 Persentase Sekretariat
1sunan Raperda Pemerintahan yang Bersih tercapainya Formulasi Perhitungan : (Jumlah DPRD
adi Perda dan Efisien penyusunan Perda Tahun n) / {Jumlah
Raperda menjadi Raperda Tahun n} x 100 %
DavAa

Tipe Perhitungan :
Kumulatif

Surnber Data :
Bagian Persidangan Sekretariat
DPRD




™ T

erangkat Daereh 0 DINAS PENDIDIKAN, FLY AUTA DAN CLAHRAGA
san daerah bi

s Melaksarakan sebagian grusan pemen ane pendicikan, didang kepemudaan dan olahraga

serta tugas pembantiuan yvang cl:mc'ﬂska“ kevacsa Daeran

a. perumusan xebijakan rekris Dinas dan/atan hahan <ebijakan daerah dalar: hal penyelenggaraan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan faerah h:f‘anc" pendidikan dan bidang kepemudaan daw clah raga:

b, penyelenggaraan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan

dan bidarg kepemudasn dan olah Taga;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penvelenggarasan urusan pemerintahan yvang menjadi kewsaangan daerah
sidang pendidikan dan bidang kepemudasan dan olah raga:

d. pelaksanaan administrasi Dinas sesual dengan tugasnya, dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

]

Sasaran Strategis Unit SKPD

lasaran Renstra Sasaran RPJMD yang IKU Penjeiasan Penanggung- Keterangan
SKPD diacu jawab
jingkatnya Axses |Meningkatnva Akses |1 AFPK PAUD - Formulasi Perhitungan: Bidang PAUD
Kualitas dan Kualitas Jumiak Siswa pada jenjong T /RA/Penitipan Anak X dan Dikmias
yanan Pendidikan |Pelavanan Pendidikan Jumiah Anak Usic 4-6 Tahun x 106 %

- Tipe Perhitungan:
Non Kumulatif

- Sumber Data:
Bidang Paud dan Dikmag, Sekretariat, BPS

| -

2 1APK SD sederajat - Formulasi Perhitungan: Bidang
Jumlah Siswa jenjang SD/MI/Pakel A 100 % Pendidikan SD
x 100 %

Jumiah Penduduk kelompok usia 7—12 tahun

- Tipe Pertutungar:
Non Kumulatif

- Sumber Data:
Bidang PSD, Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat, BPS

3 |aPM SD sederajat - Formuldasi Perhitungan:

Jjumlah Siswe usia 7-12 tahun 4i jenjang SL/MI/Paket A

A i AT

. - T LS.
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el R Pl DOTURL
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Papjelasan

- Tipe Perpitungaru
Non Kumulatif

- Suniber Datg:
Bidang PSMP, Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat, BPS

APM SMP sederajat

- Formulasi Perhitungan:
Jumiah Sivwousia 13—135 tahun i jenjang SMP/MTs/Poket B
Jumlah Penduduk kelompok usia 13-13 tofun

x 100 %

- Tipe Perhitungarn:
Non Kumulauf

- Swinber Data:
Bidang PSMP, Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat, BPS

Angka melek huruf

- Formulast Perhitungarn:

Jumich Penduduk Usia 15 tahun keatas dapot baca tuils

“ir
o

T % 1G5
Jumlah Pendudul Usia 15 rafun keatas

f’fi—pe Ferhitungan:
Non Kumuiauf

- Sumber Data:
Bidang Paud dan Dikmas

Rata-rata Lama
Sekolah

- Formulasi Perhitungan.
Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan

yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan
vang ditamaikan

- Tipc Ferhitungart:
Non Kumulatif

- Sumber Data:
Bidaag Paud dan Dikmas

Bidang PAUD
dan Dikmas
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Selenlan (HLS)
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pada tanie tertennd

- Tipe Perhitungoi.
Non Kumulanf

- Sumber Dara:
Bidarg PSD, Bidang PSMP, Bidang Paud dan Dikmas,
Sekretariat, BPS

Bidang Pemuda

ingkatnyve Upaya 1 |Cakupan Organisasi - Formulast Perhitungan:
therdavaar Peran Pemuda vang Dibina Jumlah Organisasi Pemuda vang Dibina/Jumlab dan Olahraga
da Organisasi Pemuda vang Terdaftar x 100%

- Tipe Perhitungan:

Kumulatif
- Sumber Data:
Bidang Pemura dan Olahraga
1 ICakupan Pemblinaan |- Formudasi Perhitungan: Bidang Pemuda

yingkatnya Peran
 fungst Olahraga

ISR
Olahraga

Jumlah Cabang Clahraga veng Dibina/ Jumlah seluruh
cakang Olah raga vang ada (terdaitar! x 100°%

- Tine Perhitungarn:
Kumulatif

- Sumber Data:
Bidane Pemuda dan Olahraga

dan Olahraga




8i : DINAS KESEHATAN

memirr pin, mengarahkan, mengkoarcinasikan dan mer:

INDIKATOR KINERJA UTAMA ! 1KU

DiNAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

2. penatapan kebijakar. teknis danfatau dahan kebijahan pemermiah dagrah bidang kesehatan
b. pengkoordirasian pelaksanaan Lrusan pemeratahan gaerah bidang kesehatan dan

& pembinaan pEcyelanggarasn unusan remerintah an dasrah bidang kasehatan

RJA UTAMA

gendalikan pelaksangan srusan pemerintabian caerah bigang kesehatan sera tugas pemvaniuan yang diugaskan kepaca pemedirtan daeran

SASARAN STRATEGIS

SASARAN RPJMD YANG

AN RENSTRA SKPD DIACU

INJIKATOR KINERJA UTAMA [1KU)

PENJELASAN

UNIT SKPD
PENANGGUN
G JAWAB

KET

| Kualitas Peiayanan Meringkatnya dergjat Parsaniase masyarakat Karawang yang Fermitasi Perhitungan ' Masyarakat Kat Karswa o L Dinas <esera‘an
juken dan Jamican kesenalan masyaraial menpunys: asuransi kesehatsn Jumian Masya atupater Karswang yeng mempunyai asuransi kesehatan . r00%
Jurmiah pendudek di Kabupaten Karswang dalam kurun wakty satu tahun
Tipe Ferbitungan 1 Kurmualatf
Sumnbeg: Dala . Laporan Seksi Pelayanan Kesenalan Rujukan dan Jaminar: Keseratan
2 Kualitas Pelayanan Persentase Fuskesmas Terakredleasi Jumlah Puskesmas Terakreditasi Pinas Kesehatan
-adisicnal dan Akreditasi Formulasi Perhitunga: K x 100%
+ Jumish Puskesmas of Wiayeh Kabupaten daizm kurun waktu safu fahun
Tipe Pecrhitungar Kurmuiali
Sumber Data Laparan S=ksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, Mulu dan Akreditas)
+ Kualitas Pelayanan Peayanan Kesehatan 'bu Hamil Jurniah ibu harmif yang mendapaikan pelayanan K4 di fasilitas peiayanan kes=hatan milik Piras Keschatan
sluarga dan Giz Formatasi Pemiunga ___permerintah dan swa-ta 160%
N ngan Jurlah semua jbu ham of wilgyah kabupaten/kota tersebut dalarm kurun wakiy salu tahur i
yang sama
Tioe Peritungan o Kurmutatf
Sumbgr Dala Laporen Seksi Kesehatan Kekarga dan Gizl
Peiayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pinas Kesehatan
Jumnlah ibu bersaiin yang P b 1 patkan pefayanan pesafi
Formulasi Perhitungan mendapslsan pelal a alinarn gasusi sfandar di faskitas ¥esehatan x 100%
Jumlah semus i bersaiin yana ada di wilayah kebupelen/kata fersebof dalam kinin waldu
saty tahun
Tips Perhitungan Kumutalt
Suniber Data Laporsn Sexsi Kesehatan Keluarga dan G
Peiayanan Kesenalan Bayi Banu Lakir Jumlah bay taru fahir usia O 28 huo yang mandapatkan poiay keseh bayr Laru fatir Dinas Kesehatan
Farmulasi Bamiungan _ sesuai dengan slander 100%
“ und Jurniah semua bayi baru lahir & wilayah kabupatendota lerseiut dalant kunin wakis saic ¥
tanun
Tipe Perhiturgas Warnulad’
Sumber Data |_anoran Seksi Kesehatan Keluarga dan Gia
Pafayanan i{esehatan Bali‘a Jurnfah balita 759 bulsy, yang mendapal pelayanan kosshelen balite sesus! standar Pinas Kesahatan
. daiamt _jeinn wakly satu fafiun
T Aungal - = 1
Farmulasi Parhle " Juirtiah Dalita 0-59 bulan yang ada <F  wilayah Keda dalam Kurun walkiu seiu talwn yang x 100%
same
Tipe Parhitungan Kumuiatil
Sumbes Data Laparan Seksi Kesenhalan Keluarga dan Gizi




SASARAN STRATEGIS

\N RENSTRA SKPD

 Kugiilas Surveilans dan

———
1 Kualitas Pencegeshan dan

| Pemyakil Menular

a Kuali*tas F‘encaam Gan
n Penvatit tiak Menuiar dan

wal

SASARAN RPJMD YANG
DIACU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENJELASAN

UNIT SKFD
PENANGGUN [ KET
G JAWAR

7 [Felayanan Kesenatan paca Jsiz Ninas Kesahatan
Pendidikan ~asar Jumian anak usia pendidikan dasar kelas 1dan T yang mendagat peleyanan sknining
Formulasi Pechitungan kes_el_?afan di satvan pandidi,an dassr _ . v 160%
Jumlah semua anek usia pendiikan dasar kefas 1 dan 7 yang sda of wilayah kega & wilayah
kahupaten/kota iersebut dalam kurun wakiu salu tahun ajaran
Tipe Perhitungan Kurnuiatf
Sumber Data __aparan Seksi Kesehatan Keluarga dan 3izi
3 |Petayanan Kesehatan pada Usia Pradukif Jnlsh penganjung usia 15-59 lahun mendapat pelayanan skoining kesehatan sesuat [nas resenatan
. . standar dalam kuryn wakiy sati_tanun
Formuiasi Peruungan Jumian warga pegara usia 15-59 tahun yeog adz di wilgyah kena datarn ke wa ki Satu x 100%
tahun yarg sama
Tipe Parhiturqan Kumuiatif
Sumber Data Laporan Sekei Kesehatan Keluarga ¢an Gizi
9 |Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjul Cinas Kesehatan
Jumlah peagunjung berusia S0 tahun ke afas yang mendapal shiining kesehatansesual ¥ 100%
A Jasi Ferhi standar minimal 1 kali datem kurun wakhy saly tabun
armulast Ferhitusgan uriaht samiss penduduk berusia usia 50 tabun ke alas yanp ada of wilayal Kabupaten/Kate
tersebut Jatam kurun wakte satu tehun pechitungen
Tipa Perhitungan Kumulalif
Sumber Dala Laparan Seksi Kesehalan Keuarga dan Gizi
E i Diras Kesehata
Cakupan DesalKelurahen Uriversal Gl | oo o oo ingan Jumigh Desa/Kelyrahan UC! « 100% ) "
Immunization (UC! e 9 Seluruh desa/kejurahan
Tipe Perhitungan Kumulatif
Sumber Dala Laporan Seks' Surveilans dan 'Munisasi
" Jumiah orang yang mendepatkan pelsyanan T8 sesusl staadar dalem Kurun waktu saty Dinas Kesekatan
p tahun
P N, I¢ t - - —"
elayanan Kesshatan Orang dengan T8 Formulast Peritungan Jumiah estimasi orang dengan TB yang aca of witayan kerje pada kurun waktu satu tahun x 100%
yang sama
Fips Parhitungar Kurnulaki!
Sumber Data Laporan Seks' Pencegahan dan Pengendalian Fenyakit Menular
12 fPe{ayanan “esehalan Orang dengan Risiko Dinas Kesenhatan
Termnfeksi HiV Jurriah crang bensiko terinteksi HIV yang mandapatian pemedisaan HIV sesuai standar di
Formulasi Parhitungan fasyagkes dalam kuryn wakhs saiy tahun * 100%
Jumial orang berisiko terinfefsi HIV yang ada o7 53ty wi'ayah keria pada kurw wakiy szt
tahun yang sams
Tipa Perhitungan Kumulat!
Sur:ber Oaia Laporan Seki Pencegshan dan Pangendalizn Penyakit Menular
13 |Pelayanan Kesera:an Penderily Hicerensi pinas Keseraian
Jumian pendarita hipertensi yang mandapatkan peiayanan keszhaian s@ouel standar Jalam
Formuiasi Perhilsngan . B— 1 wakty s3tu tahun _ x 103%
Jumnlah estiras pondedita hipariensi berdasarkan angka prevalensi dabiola ozlem kurun
waktu satu iahur pada fahun yang sama
Tips FPerhitungen Vumutatit
Symber Data Laperan Seksi Pencegahan dan Pengandalian Penyaiit Tidak Menular dan Kesghalan Jiwz
14 [Pdayanan Kesehatan Penceriia Diabetes R Cinas Kesehatan
Me;::‘ 1 ' Jumiah penysndang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesusi slandar daiseiy ) i
: P Krrun wakiur sady f8iun
Fomnulasi Parhy n Jumilah peryandang DM berdasarkan angks pravaiensi DM nasioral di wilayah kenqa dalam X 100%
kurun wakiu saty tahun paga fahun yeng sama
Tipe Perhilungan Kumulatif
Sumber Data Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Fanyalit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa




SASARAN STRATEGIS

AN RENSTRA SKPD

SASARAN RPJMD YANG

DIACU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENJELASAN

UNIT SKPD
PENANGGUN
G JAWAB

KET

-
Wyualitas Pengeiolaan
ecegawaian

18

Pelayanan Kesehatan Omang dengan
Ganguar: Jiwa Beral

Jumiah ODGJ Gerat (Fsikotik) o wilayah kerja kebikota yang mendagal pelayanan kesehatan

Cinas “esebatan

Feormdasi Perbitungan iwa promolit prevents sesuel standar dalem kurun wakiy saty tehon x {00%
Juriah ODG. berat (Psikolik] yang ada of wilayah kerja kab/kota daiam kururt waktu satt
tahun yang sama
Tioe Perhitupasn Fumulasil
Sumber Data Lapoeran Seksi Pencegatan dan Pernencatian Panya<t Tidak Menuler dan Kesehatar Fwa
16 {Penenlase Puskesmas Rawat Inap tizp Formuiasi Perhitungan Jumiah Puskesmas Rawal inap yang ditangun Dinas Kesehatan
kegcamatan z 100%
Jumiah Kecamatan of Kabupater Kawang defarm kurup wakiu saty tehui yang sama
Tipa Parhitungan Kumulatif

Surnber Data

Laporan Subbagian Limum dan Kepegawaian




i

RJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA [ KU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

DINAS KESESATAN
memimpin, mengarahkan, mengxocrdinasivan dan mengendaikan pelaksanaan ufusan pemerintznan caerah bigang kesehatan sera tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pererintay daerarm

a. penetapan kebijakan tekais dansatau behan kabijakan gernerintan daerah bidang kesenstan
k. pengkcorginasian petaxsanaan urusanpemerintahan daersh bidang kesehatar., dan
c. pgmbinaan penyelengga zan urusan pererirtai:an daerah bigang kesohatan

SASARAN STRATEGIS

AN RENSTRA SKPD

|uarga dan Gizi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENJELASAN

SASARAN RPJMD YANG

UNIT SKPD
PENANGGUN | KET
G JAWAB

DIACU
_Kualwtas Pelaygnan Meningkatiya derajal 1 Persentase_ masyarakat Karawang yang Formulasi Perhitungan Jurmish Masyarakst Kabupaten Karswang yang mempunyai ssuransi kesehatan Pinas Kesehatar
jukan dan Jamiran kesehatan masyarakat mempunyai asuransi kesehatan . 1005
Jurmiah penduduk di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu satu tahun
Tipe Perhitungan Kumulatif
Sumber Data Laperan Seksi Peleyanan Kesehatan Rujukan dan Jarminan Kesehatan
Kuaklas Pelayanan 2 1P P Terakrer Juriah Puskesmas Terghkreditasi pinas Kesehatan
adisional dan Akredilasi g Formulasi Pechitungan 3 x 100%
Jumiah Puskesmes di Wiiayah Kabupaten Saiam kurun waktu setu tahun
Tipe Perhitungan Kurnulatif
Sumber Dats L aporan Seksi Pelayanzn Kesehatan Tradisionas, Mutu dan Akredilasi
, Kuaitas Pelayanan 3 {Pehyanan Kesehatan b Ham: umiah ibu hamy yang mendapatkan pelayanan Kd di Fasiktas pelayanzn kesehataa milik Dinas Kesehalan
Farmulasi Perhitungan eqerinlaf dan swaste 100%
i) il Jumiah samua ibu haml & wilayah kabupatan/kota teebul dalam kurun wakty satu tahurt x
yang sama
Tipe Perhitungan Kursulatif
Sumber Data Laporan Seks) Késehatan Keluarga dan Gizi
4 |Peiayanan iKesehatan lou Bersalin pinas Kesehatan
Jumiah ibu becsalin yang Persentass ibu bersadl dapathan pelayaran p
Formulasi Perpitungan . mepdapatian nan persalknan sesudl slandar o fasiiag kesehatarn x 1063
Jumiah semua ibu barsalin yang ada di wilayah kabupstenkata tersebut dalam kurun waktu
=3ty tahun
Tipe Perhitumar Kurmnuiatif
Surmber Daty . _Laporan Seksi Kasehatan Feluargs dan Gizn
% | Pelayanan Kesehatan Bayi Earu Lahir Jumviaj, bayi bary fahir usia 0-20 hari yang mraaap pelay savialen bayi banu lahir Dinas Kosehatan
-~ ; Porkitun R seswal dengan signdar + 100%
et ” Jumiar semu# bayi bani lahir oi wileyah kabupaterikota tersabui caiam kurun wakiy saly ¢
tahus
Tine Peritungan Kumnulatr.!
Sumbar Data : Laporan Seksi Kesehatar, Keiuarga Jar) Qizi
6 |Peayanan Kesehalan Balita Jurah balits (—59 bulan yang mandapat pelaysisan kesehaian baila sesuai standar Diras Kesehatan
Foritas Perhitungan dalarm _kurur wakty Satu st X 100%

Turniah bakta 0-58 bulen yang ada di wilayah keZa dalsmn Kurin waktu satu tahun yang
A
Kuimut atif
Laporan Seksi Kesehatan Feluarga dan Gizi

Tipe Peditungan
Sumber Data




SASARAN STRATEGS

1 RENSTRA SKPD

, Kuaiitas Survellans dan

o
| Kualitas Pencegahan can

| Penyakil Mem:ar

- — ]
a Walites Pencegahan dan

n Prnyakit tidak Menular dan
.

SASARAN RPJMD YANG
Diacy

INOKATOR KINERJA UTAMA [IKU)

PENJELASAN

UNIT SKPD
PENANGGUN
G JAWAE

7 |Pelayanan Kesehatan pada Usia

Pendigikan Dasar

Jumtak ansk usia pendidikan dagar kel=s 1dan T yang mendapat pelayznan skeining
kesehatan of satuey pendidiran dasar

Ciras Kesehatan

Formulas Parhiturgan e —— = = — —— x 100%
Jurmiah sermua anak usia pendidikan dasar kelzs 1 dan 7 yang ade o wilayah kega di wilagah
kahupaten/kota tersebut dalam kurun wekity sand tahun ajaren
Tipa Perhitungan Fumulatif
Sumeer Dala Laparan Seks Kesehatan Keluarga gan Gizi
B [Pelgyanan Kesenatan pad= Lisia Frodustl Jumlah peogonjurg usia 15-58 fatun mendapat peleyanan skining kesehatan sesuai Dinas Kesehatan
. § standar dalam kurun wakty sety_tahun
Farmulasi Perhitungan Jmiah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kefja dalam kuiur wakly saty x 100%
rahun yang sams
Tipe Perhitungan Kumulaif
Sumber Dala Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
8 [Pelayanan Kesehalan pada Usia Lanjut Dinas Kesenatan
Simdgh peaguajung bérusia E0 tabyn ke atas yang f sknning kese! i x 100%
. ; standar minimal 1 kali dalam kurun waktu saty lahun
Formustasi Pechitungan Tomlah semua penduduk barusia usia 60 fabun ke atas yang ada o wilayah Kabupatenola
imrsebut dalam kurun waktu satu tafun parbitungan
Tive Penkitungan Kurnsdatif
Sumber Data . tLaporan Saeksi Kesshalan Keluarga dan Gizi
10 N Jumiah DesaKelurahsn UCH Dinas Kesenatan
Cakupan DesasKeluranan Universal Child . Cl
Imrtutization (UCH Fonmuiasi Perhitungan Seluruh desaskeiurahan X 100%
Tipe Parhtungan Kurmulatif
Sumber Data . _taporan Seksi Sunedans dan tmunisasi
m Jumiah srang yang mendapatkan peiayanan TB sesuai stasdar daiam kurun wakiu salu Dirias Kesehatan
. tahun
o 3% — - - 1
Pelayanan Kesehatan Orang cesgan L Formulasi Pert;tungaa Jumiah estimasi oreng dengan T8 yang aca of wilayeh kefja pada Kurun waktu safu tahue x 100%
yang sama
Tipe Perhitungan Kumuigtil
. Surnber Data tLaporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Peayaki Menular
12 [Peayanan Hesehatan Oreng dengan Riske ) Dinas Kesehatan
Tevinfexs: HIV Jumfah crang bensiko terinfeksi HIV yang mendapatian pemeriksaan HIV sesusi standar o
Farmulesi Parhitungan fasyenkes dalam kurun wakly satu tahun _ x 100%
Jumiah orang beisiko terinfelest HIV yang ada of s3te wiayah keqa paca kuaun waldy saty
lahur vang same.
Tioe Perhitur:gatt Kurmutatil
Sumber Dals Laparzr Seksi Pencegahan dan Pengendalin Penyalit Menular
13 | Pelayanan Kesehatan Pencernia Hipenensi Llinas Kesshatsn
Jumi=h pengerita higertensi yang mendapatkan pelayanan kesehaian sesuai standar datam
Formulasi Pehitungan - ___kuryn sakty saty labug _ x 160%
hemilalt esimas) pendesils hipartensi berdaszran angka pravaienst katvkels dalam kuru
wakiy salu lahun pade (shun yang sama
Tipe FerhifunGan Kuraulatit
Sumber Data Laporan Sekst Pencagahan dan Pengendatian Pemyatit Tidak Menuiar dan Kesehalar Jwa
4 |Peayanan Kasehatan Penderila Oiabsies Dinas Kesehat
wd::.!s miah panyanjang DM yang rendapatkan pelaysnant keseh, eswai standar daiam senatan
. kururt waktu satu Babun 00%
Formulasi Perttungan Jumlah peayandang OM hercasarkan 2ngka pravalensi DM nesional di wilayal keija dafasi x1
Kurun wahiv satu fakun pede @hun yang sama
Tipe Parbitungan Kuarnislatif
Sumber Data Laswan Seksi Petcegshan dan Pengendalian Panyakil Tidak Menulzr dan Kesenzlan Jiwa




SASARAN STRATEGIS

AN RENSTRA SKPD

Kualitas Pengelolaan
g awaian

UNIT SKPD

INDIKATOR KINERJA UTANA (KU) PENJELASAN PENANGGUN | KET
SASARAN RPIND YANG G JAWAB
DIaCU
15 [Pelsyanan Kesehatan Crang dengan Dinas fesehatan
Gargguan Jwa Berat
Jumiah ODG.J berat (Psikolik) di wilaywh kega kabskota yang mendapat pelayanan A k.
Formuiasi Pactitungen jlwa premapi preventf sesval standar daiam Kurin wakiy yalu lahur ¥ 100%
Jumlzh ODGJ berat (Psikeiik) yang ada of wilayeh kera kab/kota daiam kurun waktu satu
tahun vang same
Tipe Perhitungarn Humuaif
Sumber Cala Laporan Seksi Fencegahan dan Pengendalian Panyarii Ticak Menular dan Kesehatan Jiwa
16 |Pexentase Fuskesmas Ravrat inag Uap Formulasi Perhitungan Juriah Puskesmas Rawat inap yang dibangur Dinas Kegehatan
x 100%

kecarnzian

Tipe Perhilunaan
Sumber Data

Jumiah Kecamatan o Kabupaten Karawang dalam Kururt waklu satu tahen yang sama

Kurmulatif
Laperan Supbagian Umum dan Kepegawaian




na Organisasi

as Pokok

ngsi

ikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ninas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Melaksanakan urusan pemerintahan yvang menjadikan kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

1. Meningkatkan kemantapan infrastruktur yang Berkelanjutan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam rangka
mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, jasa, aktivitas sosial Budaya,
pertanian, industri, pariwisata dan pemerintahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk
mewujudkan Karawang vang mandiri, maju dan berdaya saing;

2. Pengembangan dan pembangunan infrastruictur wilayah kabupaten sebagai daya dukung dan penunjang dalam melayani
pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal dan pusat wilayah terpadu.

. . Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe Unit SKPD
Sasaran Strategis Sasaran RPJMD Indikator Kinerja Utama ) ! Penanggung Ket.
. penghitungan, sumber data}
Jawah
Formulasi Pengukuran :
Meningkatnya
Kuaht?s 1 dan Persentase Panjang Jaian Papjang Jal.an kabupaten_ dala{n kO‘:‘IdISl
Kuantitas Pelayvanan Kabupaten yang ditingkatkan baik dibagi Jumlah total panjang jalan
ningkamnya Kualitas dan Infrastruktur di} P Y & kabupaten dikah seratus persen
il a rastrukt Kabupaten
antiias Pelayana:l Infrastruktur abup Dinas PUFR
lan  yang Mentap dan Tipe penghitungan :
rkelanjutan
Kumulatif
Sumber data:
Dinas PUPR
Formulasi Pengukuran ; inas PUPR
enmgkatnya Kualitas dan ) Jumialt jembatan  kabupaten dalam
iantitas Pelayanan Infrastruktur Persentase Jembaran Kabupaten s e e :
 hatan vang Mantap dan yang Terbangun kondisi baik dibagi Jumlah tetal jembatan
mbatar yang Mar kabupaten dikali seratus persen
rkeianjutan B




L Penjelasan [formulasi pengukuran, tipe Unit SKPD
Sasaran Strategis Sasaran RPJMD Indikator Kinerja Utama J . asip .g » HP Penanggung Ket.
penghitungan, sumber data)
Jawab
Tipe penghitungan ;
Kumulatif
Sumber data:
Dinas PUPR
Formulasi Pengukuran :
ringkatriya Kualitas dan
intitas Pelayanan Infrastruktur Persentase Fanjang Saluran Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik
ingan Irigasi, Rawa dan Irigasi Kabupaten yang dibagi Jumlzah total panjang saluran irigasi
ingan Pengairan Lainnya yang Terbangun kabupaten dikali seratus persen
atap dan Berkelanjutan
inas PU
Tipe penghitungan : Dinas PUPR
Kumulatif
Sumber data:
Dinas PUFR
mr;ikat;irla Kuﬁ?ifmmakm Persentase Panjang Saluran
afn ltas relayan uras g Drainase Jalan Kabupaten yang |Formulasi Pengukuran : Dinas PUPR
sinase dan Trotoar Jalan yang
. Terbangun
ntap dan Berkelanjutan
Panjang drainase dalam kondisi baik
dibagi Jumlah total panjang drainase
kabupaten dikali seratus persen




o Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe Unit SKPD
. - M 2 ' B 3 3
Sasaran Strategis Sasaran RPJMD Indikator Kinerja Utama penghitungan, sumber data) Penanggung Ket.
Jawab
Tipe penghitungan :
Kumulatif
Sumber data:
Dinas PUPR
o Formulasi Pengukuran .
Panjang Saluran Pembuang dalam kondisi
©ingkatnya Kualitas dan baik dibagi Jumlah total panjang Saluran
: Pembuang Kabupaten dikali seratus
antitas Felayanan Infras;ruktu.r Persentase  Panjang  Saluran persen
uran d Pexgbua;lg, D ung?, Pembuang ~ Kabupaten yang Dinas PUPR
nau dan Sumber Daya AT Terbangun - _ ) ‘
nnya yang Mantap dan gu Tipe penghitungan .
‘kelanjutan Kumulatif
Sumber data:
Dinas PUPR




a Perangkat Daerah

kkator Kinerja Uiama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman {DPRKP}
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan /atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan

menjadi kewenangan daerah hidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

. Pemantauan, evaluasi, dan pelap

rakyat dan kawasan permukiman;

. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

urusan pernerintahan yang

. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukimarn;
oran pelaksanaan urusan pemerintshan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan

Sasaran Strategis Unit SKPD
;ara,n Renstra SKFD Sasaran l'\.'PJMD yang 1IKU Penjelasan Penangungja Ket.
- diacu wab
edianya Sarana dan Meningkatnya Catcapen ¥ Penduduk yang mendapat pelayanan air Dinas PRKP
sarana Pemenuhan Air nengelolaan kawasan . x 100%
. . akses/layanan air
sih untuk Masyarakat Pemukiman Layak minum YPenduduk Kabupaten Karawang
benghasilan Rendah Huni ' “ )
Penjelasan : Sumber data :
Masyarakat terlayani air minum oleh jaringan RISPAM, PDAM,
perpipaan (PDAM) dan bangunan bukan Dinkes, Bidang
jaringan perpipaan terlindnngi yaitu sumur gali Permmukiman
dan sumuar pompa.
Type Penghitungan :
Kumulatif / Non Kuaralatif
Sumber Data :
Bidang Permukiman
Cakupan Y Penduduk vang terlayani sarana Pengelolaan Dinas PRKP Sumber data :
akses/layanan Air Limbah yang memadai SS8K, RAD AMPL,
pengelolaan Air x 100% Dinkes, BFS,
safLimbah vang lavak |3 Penduduk Kabupaten Karawang DLHE. Bidang

P e e T




Sasaran Strategis

Unit SKPD

l < D IKU Penjelasan Pen ngja Ket.
saran Renstra SKPD asaran IFPJM yang ] angu g
diacu wab
Penjelasan :
Masyarakat terlayani air imbah adalah jumlah
penduduk yang terlayani dengan septitank/MCK
komunal/Sistem Pengelolaan Air Limbah - SPAL
terpusat.
Type Penghitungan :
Kumulatif/ Nen-Kamulatif
Sumber Data :
Bidang Permukiman
¥ Rumah Layak Huni (n) Dinas PRKP  |Sumber data :
x 100% '
Penyusunan
¥ Rumah (n) di Kabupaten Karawang Pendataan
Perumahan,
. . Meningkatnya Penjelasan : Survey RTHL by
ingkatnya Kuantitas Rasio Rumah Layak
1 Lavak pengelolaan kawasan|Rkaslo ~um ay . name by adress
_Kuahtas Rumah Lay Pemukiman Layak{Humi Jumilah rumah layak huni tahun sekarang di (database
- Huni bagi jumlah rumah di Kabupaten Karawang di perumahan), lap.
kali seratus persen Kecamatan
Tvpe Perighitungan .
Kumulatif /Hen-kuraulatif
Sumber Data :
Bidang Perumahan
Y Luas Taman yang ditata Sumber data :
Bidang
x 100% Pertamanan dan
Pemukaman
Y Seiuruh luas taman yang ada
nm‘gkamya kualitas d?n Meningkatnya Cakupan penataan [Penjelasan :
ntitas ruang publik, pengeloluan kawasan taman di kawasan Dinas PRKP
yar, kota serta RTH di Pemukiman Layak . ] Jumlah luas taman yang di tata dibagi dengan
. . publik perikotaan ) )
vasan publik perkotaan Huni seluruh luas taman yang ada di kawasan publik

perkotaan di kali seratus persen.

o Type Penghillioan o, .l e
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Sasaran Strategis

a—

saran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang
diacu

IKU

Penjelasan

Unit SKPD
Penangungja
wabh

Ket.

Kumulatif/ NesKumaletif
Sumber Data :

Bidang Pertamanan dan Pemakarman

Cakupan penataan
TFU, Makam

¥ [PU, Makam Bersejarah dan TMP yang di tata

Sumber data :

Cakupan
Pembangunan PJU
di Kabupaten
Karawang

_ x100%

¥ Seluruh PJU di ¥ob. Karawang

Penjelasan :
Jumlah PJU yang dibangun dan dipelihara
dibagi jumlah PJU yang ada di Kab. Karawang
kali seratus persen
Kumulatif; Nep Kumwlabf
Sumber Data :

Bersejarah, Tarnan Bidang
Makam Pahlawan x 100% Pertamanan dan
secara berkelanjutan Pemakaman

¥ Seluruh TPU, Makam Bersejarah dan TMP

Penjelasan :

Jumlah TPU, Makam Bersejarah dan Taman Dinas PRKP

Makam Pahlawan yang ditata dibagi jumlah

seluruh TPU, Makam Bersejarah dan Taman

Makam Pahlawan yang ada di kali seratus

persen

Tvne FPenghitungan ©

Kumulatif/ Nen Kumilatif

Sumber Data

Bidang Pertamanan dan Pemakaman

¥ PJU yang dibangun dan dipclihara Sumber data :

blaang

Dinas PRKP

Bidang Pertamanan dan Pemakaman

Pertamanan dan

e s mam




ama Organisasi

1gas Pokok

ingsi

rdikater Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Satuan Polisi Pamong Praja

Menegekan Produk Hukum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,

2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di
daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

L

5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan
lketertiban umum dan Ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

m—

Sasaran Strategis
IKU Perjelasan Unit SKPD Ket.

Sasaran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD vang Penangungjawab

diacu
Eningkatnya ketentraman dan [Meningkatnya Persentase aksi demo Formulasi pengukuran
atertiban masyarakat dan Ketentraman dan dalam 1 tahun yang Jumlah demo yang
erlindungan masyarakat Ketertiban umum tertangani ditangani dibagi jumlah| Sat Fol PP
daerah aksi demo dalam | tahun

dikali seratus persen

Penjelasan :
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Sasaran Strategis

Unit SKPD
- IKU Penjelasan Ket.
RPJMD R
Sasaran Renstra SKPD Sasaran di yang Penangungjawab
iacu

Type Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Bidang Tibum dan
Tranmas

?negakan produk hukum Meningkatnya Persentase penegakan Formulasi pengukuran

erah secara adil, konsekuen, |Ketentraman dan Perda dan Perbup Penangenan  pelanggaran

dak diskriminatif Ketertiban umum Perda dan Perbup dibagi

dacrah jumlah Perda dan Perbup
vang ada dikali seratus
persen
Sat Pol PP

Penjelasan :
Type Penghitungan ;
Non Kumulatif
Sumber Data ;
Bidang PPUD

Zeningkatnya wawasan dan Meningkainya Persentase Kasatgas Formulasi pengukuran

emampuan kapasitas bag Ketentraman dan Desa/ Kelurahan dan Anggota Linmas Inti yang

asatgas DesafKelurahan dan Ketertiban umum Anggota Linmas Inti hadal dan  profesional

nggota Linmas Inti Desa/ daerah Desa/Kelurahan yang dibagi jumlah anggota

lelurahan handal dan profesional [linmas yang ada di kali
seratus persen

Sat Pol PP

Penjelasan :

Type Penghitungan :




Sasaran Strategis

Sasaran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang
diacu

IKU

Penjelasan

Unit SKPD
Penangungjawab

Ket.

Non Kumulatif

Sumber Data :

Bidang Linmas




INDIKATOR KINERJA UTAMA

na Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

s Pokok _ Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta tugas
as roxo " pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
Penyusunan kebijakan teknis/atau bahan kebijakan pemerintah daerh di bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri
2. Penyelenggaraan urusan pemermtahan daerah bidang kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri

1gsi L.

3. Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintaha daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politikz dalam

Negeri
ikator Kinerja Utama
B Sasaran Strategis Unit SKPD
i ) RPJMD IKU Penjel i :
Sasaran Renstra SKPD asaran diacu yang enyelasan Penangungjawab Eet
;iggkatnya partisipasi Meningkatnya partisipasi [Persentase Formulasi Penghitungan :
syarakat terhadap pendidikan masyarakat dalam Pemilu |masyarakat yang Jumlah masyarakat yang dibina tahun
itik berwawasan kebangsaan mengikuti pembinaan |n dibagi dengan target masyarakat
yagai upaya mengoptimalkan per tahun yang dibina tahun 2016-2021 dikali

aksanaan nilai-nilai kebangsazn seratus persen

am kehidupan berdemokrasi

Kantor Kesbangpol
Penjelasan :

Type Penghitungan :

Non Kumulatif
Sumber Data :
Kantor Keshangpol




Sasaran Strattgi_s

Sasaran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang
diacu

IKU

Penjelasan

Unit SKPD
Penangungjawab

Ket.

Persentase
penanganan konflik
sosial yang terjadi di
Kabupaien Karawang

Formulasi Penghitungan :

Jumlah konflik sosial yang tertangani
dibagi dengan jumlah konflik sosial
yang terjadi dikali seratus persen

Penjelasan :

Type Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data

Kantor Keshangpol

Kantaor Kesbangpol




» Perangkat Daerah
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ator Kineria Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai Unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang
Masvarakat Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Keb

Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Ketentraman , Ketertiban Umurm dan Perlindungan
akaran serta Tuegas Pembantuan vang ditugaskan kepada Daerah

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan Bertindak Cepat dan Tepat, Efektifl dan Efisien

2. Pengkoordinasian

Pelaksanaan Kegiatan Penanggnlangan Bencana Secara Terencans, Terpadu dan Menyeluruh

Sasaran Strategis

. Unit SKPD
ran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang v Fenjelasan Penanggungjawab Het.
diacu
1dnya Lingkgnga.n Tf‘:nvujudnya . Prosentase Peningkatan |Formulasi Peaghitungas - Jumlah Komunitas Masyarakat pada Bidang
ang Berkualitas Lingkungan H1dup Kemampuan ter.ltang daerah rawan benczna yang dibina N Pen'cega.ha.n dan
Penyelenggaraan yaug Berkualitas Kebencanaan di Daerah X 1006% |Kesiapsiagaan
pulangan Bencana Rawan Bencana Jumlah Komunitas Masyarakat pada '
nggap dan Tangguh ... .. ___ dserahrawanbencama .
Tipe Penghitungan @ NonKumulatf __ ... ..
Sumber Data Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Prosentase Penanganan  |[Formulasi Penghitungai ! Bidang

Kejadian Bencana

Tipe Penghitungan
Sumber Data

. Bidang Kedarurataﬁ—c'l-é-r_lilj&g’,iisti'k

Jumlah Korban Bencana

" Non Kumulatif -

Jumlah Korban Bencana Yang ditangani o500,

Kedaruratanr dan
Logistik

Prosentase Penanganan
Rehabilitasi dan
Eekonstruksi

Tipe Penghitungan

Sumber Data

Formulasi Penghitungar :

mimlah OCyek lerdampak yang Lhtangan
Junilah Obyek Terdampak

: Nen Kumulatif

Bidang Rehabilitasi dan Rekenstruksi

X 100%

Bidang

JRehabilitasi dan

Rekonstruksi




a Perangkat Daerah
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan wrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang

Sosial can tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan / atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Bidang Sosial;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Sosial;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Sosial;

4 Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan fungsinya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis Unit SKPD
IKU Penjelasan Penanggungjawa | Ket.
Sasaran Renstra SKPD Sasaran RPIMD yang diacu b
Dinas Sosial

katan keberfungsian sosial dan
dirian PMKS penerima manfaat
nan kesejahteraan sosial

Jumlah KK Miskin yg dibantu
Jumlah KK Miskin Keseluruhan

Meningkatnya Peluang Kerja Penurunan tingkat kemiskinan 100%

Persentase PMKS menjaci Jumiah PMKS yg dibantu
mandiri Jumlah PMKS Keseluruhan

100% Dinas Sosial




)rgarisasi

okok

or Kitterja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARAWANG

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anal dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan analk;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

o

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

— SASARAN STRATEGIS SEPD—
PENANGG| KETERA
IKU PENJELASAN
RAN RENSTRA SKFD SASARAN RPJHMD UNG NGAN
_ JAWAK
iPM Pere y
Formulasi e = JP;‘-fHE * 100
Indeks Pembanguinan . "
Gender (IPG) Tipe . : Kumulatif DFA
Perhitungan
Sumber data | BPS
Peraturan Menteri PP & PA
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Indikator Pemantauan Dan
Formulasi Evaluasi Pclaksanaan
rkatnya Implementasi Meningkatnya Tinglkat iagauan- Pembangunan Pemberdayaan
usutamaan Gender pemberdayaan A?{ugerad Parahita Perempuan Dan Perlindungan DP3A
1alitas Perempuan perempuan Ekapraya (APE) Anak
Tlpe.  Kurnulartif
Perhitungan
Sumber data |: DP3A




SASARAN STRATEGIS

SRPD

PENANGG| KETERA
IKU PENJELASAN
AN RENSTRA SKPD SASARAN RFJMD = UNG NGAN
JAWAR
Jumlah perempuan di legislatif
Formulasi / Jumlah total anggota legislatif
Persentase keterlibatan % 100
perempuan di lembaga . DP3A
legislatif Tipe : Kumulatif
Perhitungan
Sumber data |: DP3A
Sumbangan Pendapatan -
Formulasi Perempuan / Proporsi
Indeks Sumbangan Penduduk Perempuan x 100 bpan
Pendapatan Perempuan .
Tipe . .
. v Kumulatif
Perhitungan
katnya Kualitas Sumber data |: BPS

uan dan capaian kota
nalz

ainya pencegahan dan
ganan terhadap
puan Dan Anak
) kekerasan termasuk

Meningkatnya
perlindungan Anak

Jumlah nilai evaluasi KLA yang

Formulasi dicapai / Jumlah nilai maksimal
Persentase nilai indikator indikator KLA x 100 DP3A
KLA yang terpenuhi .
Tipe . .
: : Kumuiatif
Perhitungan
| Sumber data |1 DP3A
Jumlah Korban kekerasan
Persentase perempuan  Formulasi (pe‘rempgan dan ainak) yang
dan anak korban terlayani/Jumlah total kasus
kekerasan dan TPPO kekerasan yang dilaporkan DP3A
yang terlayani sesuai
dengan standar Txpe_ : Kumulatif
Ferhitungan
Sumber data |: P2TP2A
Jumlsh korban kekerasan
Formulasi perempuan / jumlah penduduk
Rasio Perempuan korban perempuan x 1000
Tralramm aman Adas TDDO T™R24A




SKFPLJ

SASARAN STRATEGIS
AN RENSTRA SKPD SASARAN RPJMD KU PENJELASAN PE?I?WI(ZGG KII;T:E?;A
— ACRClQoall Wall LI Lo > unR
{per1000 perempuan) Tipe ' . Kumulatif
Perhitungan
Sumber data |- P2TP2A




y Organisast
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ator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas mempunyai tugas pokck membaniu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;

2 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagskerjaan dan bidang
transmigrasi;

3. Pemantauan, evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan urusarn pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah bidang
ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.

Sasaran Strategis Unit SKPD
— 5 RPIND Indikator Kinerja Utama Penjelasan Penangung Ket.
n -
saran Renstra SKPD asaran di yang jawab
iacu
ari Kerja yang Meningkatnya peluang|l 1 §Besaran Tenaga Kerja yang|Formulasi : Tenaga Kerja vang dilatih x 100% Dinas Teuaga
ompetensi dan tenaga |[kerja Mendapat Pelatihan Penghitungan: Pendaftar PBK Kerja dan
’ Berbasis Kompetensi (FBK]} Tipe Penghitungan [: Non Kumulatif ’]iransmigrasi
Sumber Data . Disnakertrans Karawang arawang
2 |Besaran Tenaga Kerja yang|Formulasi
Mendapat Pelatihan Penghitangan: : Tenaga Kerja vang dilatib x 100%
Berbasis Masyarakat Yendaftar PBM
(PBM} . . =
Tipe Penghitungan |: Non Kuwulatif
Sumbcr Data : Disnakertrans Karawang
3 |Besaran Tenaga Kerja yang : Tenaga Kerja yang dilatih x 100%
Mendapat Pelatihan Pendaftar PK

Tipe Penghitungan {: Non Kumulatif

Sumber Data : Disnakertrans Karawang




Sasaran Strategis

.aran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Unit SKPD
Penangung
jawab

Ket.

diacu
-rapan tenaga kerja Meningkatnya peluang Besaran Pencari Keria : Pencari Kerja vang Ditempatkan x 100% Dinas Tenaga
anggur dan setengah  |kerja yang Terdaftar yang Pencari Kerja terdaftar Kerja dan
Anggur ditempatkan Transmigrasi
Karawang

Tipe Penghitungan
Sumber Data

: Non Kumulatif

: Disnakertrans Karawang

1gkatan kesejahteraan
rja dan berkurangnya
s perselisihan

Meningkatnya Eéluang
kerja

Besaran Kasus yang
Diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama

Tipe Penghitungan

Sumber Data

: Kasus vang diselesaikan dengan PB x 100%

Kasus yang dicatat

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Karawang

: Non Kumulatif

: Disnakertrans Karawang




 Perangkat Daera:

3
=1

ator Kinerja Utam:

: Dinas Pangan

. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
. 1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebij
kewenangan daerzh bidang pangan;
2. Penyelenggaraan arisan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyeler

INDIKATOR KINERJA UTAMA

4. Pelaksanaan administrasi Dinas gesuai dengan tugasnva; dan

daerah bidang Pangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pangan;
ggaraan urusan pemerinizhan yang menjadi kewenangan daerah bidang pangan;

akan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

Sasaran Strategis Unit
No Sasaran Renstra SKPDL Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan SKFD |KET.
diacu Penanggu
1 |Peningkatan Pencapaian Skor Terpenuhinya Skor Pola Formulasi Pengukuran . DINAS
Pola Pangan Harapan (FPH) kebutuhan pangant Pangan Energi masing-masing bahan makanan {AKG] x 100 PANGAN
Kabupaten Karawang masyarakat Harapan (PPH) [Angka keculkupan gizi (AKE)
Tipe Perhitungan .
Kumulatif
Sumber Data . .
Dinas Pangan, BPS Kab, Karawang
2 |Tersedianya Cadangan Peningkatan Formulasi Pengukuran ;
Pangan Pemerintah daerah Cadangan Jumlah cadangan pangan tahun berjalan dikurangi
Pangan Jumlah cadangan pangan tahun sebelumnya dibagi
Pemerintah Jum'ah cadangan pangan tahun sebelumnya dikali
seratus.
Tipe Perhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
] Dinias Pangan, Bulog
3 |Tertanganinya Dasrah Rawan Penanganan Formiiiasi Pengnkuran :

Dan Keragaman Fangan

Pangan Melalui Ketersediaan

Daerah Rawan
Pangan

Perhandingan antara jumlah ducrah rawan pangan yvang
ditangani dengan jumiah daerah rawan pangan

Tipe Perhitungan :

Kumulatif

Sumber Data :

Dinas Pangan
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang
kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan dasrah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan vang

menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
3. Pernantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan

hidup dan bidang kehutanan

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sasaran Strategis

aran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang diacu

1IKU

Penjelasan

Unit SKPD
Penanggungjawab

Ket.

gkatnya cakupan
an persampaharn

Meningkatnya cakupan layanan air
minum, persampaharn, drainase dan
pengelolaan air limbah

Persentase penanganan
sampah perkotaan

Formulasi Penghitungan: Volume
sampah yang ditangani + Volume
produksi sampah x 100%

Tipe penghitungan: Kumulatif

Sumber data: Bidang Kebersihan,
Pengelolaan Sampah dan Limbah

Bidang Kebersihan,
Pengelolaan Sampah
dan Limbah

wgkatnya kualitas dan
rarian Iingkungan

y untuk meningkatkan
dukung lingkungan

Terwujudnya lingkungan hidup yang
berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup

Formulasi Penghitungas: IKLH
Karawang = (30%*IKA) +
{30%*TKU} + {40%* IKTL)

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara
IKTL = Indeks Kualitas Tutupan
Lahan

Tipe penghitungan: Kumulatif

Sumber data: Bidang
Pengendalian Pencemaran,
Kerusakan dan Konservasi
Lingkungan

Bidang Pengendalian
Pencernaran,
Kerusakan dan
Konservasi

Lingkungan




Sasaran Strategis

2
IKU

ran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang diacu

Penjelasan

Unit SKPD
Penanggungjawab

Ket.

nggaranya layanan
lanjut pengaduan
1 pencemaran

rau perusalkan
ngan hidup

Terwnjudnya lingkungan hidup yang

berkualitas

Persentase pernanganan
pengaduan

Formulasi Penghitungan: Jumlah
pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan
hidup yang ditindaklanjuti +
Jumlah pengaduan yang diterima
dalam 1 tahun x 100%

Tipe penghitungan: Non
Kumulatif

Sumber data: Bidang Penaatan
Peraturan Lingkungan

Bidang Penaatan
Peraturan
Lingkungan




ASI]

TRJA UTAMA :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

: DINAS KEPENDUDUKANK DAN PENCATATAN SIPIL
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang

1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerzh dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Penyelenggaraan vrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemer

sipil;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya,; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

intahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan

GASARAN STRATEGIS UNIT SKPD
IND R KINERJA UTAMA FORMULA ELA
 RENSTRA SKPD SASARAN RPJMD YANG DIACU IKATO 4) ULASI/PENJ SAN PENANGGUN | KETERANGAN
G JAWAB
2 3 4 5 6 7
nya‘p:_e!ayan‘uan Memngkatnya Latake)ola‘ 1 Cakupan Fenerbitan Kartu Formulasi Perhitungan :
drministrasi pemerintahan yang bersih dan Keluarga (KK} wmuas] Ternfinngan : . ) Laporan
1kan dan efisien jumiah KK yang diterbitken pade tchun (x) . 166% Disdukcatpil Disculkeatpil
 sipil Jumizh kepala keluarga dalam satu wiigyak pada tahun (x)
Tipe perhitungan : Non Kumulatif
Sumber Data : Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang PIAK
2 Cakupan P::nerbltan Kartu. Formulasi Perhitungan :
Tanda Penduduk Eleictronik Laporan
(KTP-el) jumich KTPel yang diterbitkan pada tahun (x) 100% Disdukcatpil Disdukcatpil
Jumiah penduduk wajib KTP pada tahun () X i} Lsdukcaipl
Tipe perhitungan : Non Kumulatif
Sumber Data : Bidang Pendeftaran Penduduk dan Bidang PIAK
Cakuparn Kepemilikan Akta - T T
3 Juelahiran Formulasi Perhitungan :
Jumlagh kenemilikan gkta kelahiran s.d. tahyun berjalan x 100 % . . Laporan
. Disdukcatpil . N
Jumlah penduduk tahun berjalan Disdukcatpil

Tipe perhitungan : Knmulatif
Sumber Data : Bidang Pencatatan Sipil dan Bidang PIAK




ma Organisasi

ras Pokok

ngsi

likator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalah ha! pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. Pelaksanaan urisan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

3. Pemantaunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; '

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi iain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

—

Sasaran Strategis

Sasaran RPJMD yang IKU Penjeiasan Unit SKI,’D Ket.
Sasaran Renstra SKPD diacu L__ Penangungjawab
Elgkatan kapasitas Pengentasan Desa Cakupan desa vang telah
aratur pemerintahan desa |sangat tertinggal menerapkan akuntabilitas
(297 desa / 297 desa x 100%
= 1000/0)

Penjelasan :

Jumlah desa yang telah|..

» Dinas Pemberdayaan
menerapkan akuntabilitas / Masvarakat dan Desa
Jumlah desa keseluruhan x ¥

100%

Type Penghitungan :
Kumulatif
Sumber Data ;




Sasaran Strategis

—

Sasaran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang
diacu

IKU

Penjelasan

Unit SKFD
Penangungjawab

Ket,

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

;gentasan Desa Sangat
tinggal

ningkatan infrastruktur
rdesaan yang menjadi
wenangan desa

Desa Sangat Tertinggal /
jumlah desa keseluruhan x
100% (7 Desa Sangat
Tertinggal/297 Desa x 100% =
2,35%)

Penjelasan :

Jumlah desa sangat tertinggal
/ jumlah seluruh desa di
Kabupaten Karawang x 100%

[Type Penghitungan .

Kumulatif

Sumnber Data :

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Dinas Permberdayaan
Masyarakat dan Desa

Peningkatan status
infrastruktur pedesaan yang
menjadi kewenangan desa
(297 desa / 297 desax 100 %
= 100%)

Penjelasan :

Jumlah infrastruktur/Jumlah
desa x 100%

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Tyvpe Penghitungan :




Sasaran Strategis

—

Sasaran Renstra SKPD

Sagaran RPJMD yang
diacu

IKU

Penjelasan

Unit SKPD

Penangungjawab

Ket.

s—

Kumulatif

Sumber Data ;

Dinas Pemberdayaan
Masyvarakat dan Desa

kupan desa yang telah
nerapkan pola
swadayaan dan
nerapan bhakti gotong-
yong

eningkatkan desa yang
emiliki dan
engimplementasikan
ovasi Teknologi Tepat
una (TTG) serta
ningkatan kualitas
mbaga ekonomi
asvarakat nedesaan

Persentase desa yang
mendapatkan pembinaan pola
keswadayaan dan bhakti
gotong royong masyarakat
pedesaan ( 1 desa / 297 desa
x 100% = 0,33 %)

Penjelasan :

Jumlah desa yang telah
menerapkan pola
keswadayaan dan  bhakti
gotong royong rnasyarakat

pedesaan [/ Jumlah desa
keseluruhan x 100%

Type Penghitungan :
Kumulatif

Sumber Data :

Dinas Pemberdayaan
Masvarakat dan Desa

Dinas Femberdayaan
Masyarakat dan Desa

Penerapan inovasi Teknologi
Tepat Guna (TTG) (3 desa / 29
posyantek x 100% = 10,34 %)}

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa




Sasaran Strateggs

Sasaran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang
diacu

IKU

Penjelasan

Unit SKPD
Penangungjawah

Ket.

e

Penjelasan :

Jumlah  posyantek terpilih
untuk dilombakan di
Teknologi Tepat Guna (TTG)
Tingkat  Provinsi/ Jumlah
posyantek  keseluruhan x
100%

Type Penghitungan :
Kumulatif

sumber Data -

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Cakupan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) yang
meningkat kinerjanya (297
Bumdes / 297 Bumdes x
160% = 100%

Penjelasan :

Jumlah BUMDes yang telah
meningkat kinerjanya /
Jumlah BUMDes keseiuruhan
x 100%

Type Penghitungan :

Kumulatif

Sumker Data :

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa




Sasaran Stratejgis Unit SKPD
Sasaran RPJMD vang 1IKU Penjelasan Penangungjawa| Ket.
Sasaran Renstra SKPD di
iacu b
B} Dinas Pariwisata
Jumlah ODTW unggulan Penjelasan : dan

yang akan dikembangkan

Formulasi Pengukuran :

Jumlah ODTW unggulan
yang akan dikembangkan

Tvpe Penghitungan ;

Kumulatif

Sumber Daia ;

Bidang Destinasi Pariwisata

Kebudayaan

pariwisata dan budaya

Penjelasan :

melalui [T

Jumiah keikutsertaan Dinas Pariwisata
dalam pameran|Penjelasan : dan
pariwisaia Kebudayaan
Foymulasi Pengukuran :
Jumiah keikutsertaan
pameran pariwisata
Type Penghitungan :
Kumulatif
Sumber Data ;
Bidang Pemasaran
Jumlah promosi Dinas Pariwisata

dan

Kebudayaan




o

Sasaran Strategis

Sasaran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang
diacu

IKU

Penjelasan

Unit SKPD
Penangungjawa
b

Ket.

Formulasi Pengukuran

Jumlah premosi pariwisata
dan budaya melalui IT

Type Penghitungan ;
Kumulatif

Sumber Data :
Bidang Pemasaran

Terwujudnya pelestarian
dan pengembangan budaya
daerah

Meningkatnya
pariwisata yang
berbasis budaya lokal

Jumlah grup kesenian

Penjelasan :

Formulasi Pengukura: :

Jumlal: grup kesenian

Type 'enghitungan :
Kumulauf

Sumber Data :

Dinas Pariwisata
dan
Kebudayaan

Bidang kebudayaan
Jumlah penyelenggaraan
pertunjukan kebudayaan Dinas Pariwisata
tradisional lokal serta Penjelasan : dan

festival seni dan budaya

Formulasi Pengukuran :

Kebudayaan




Sasaran Strateg_i_ss

p—

sasaran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang
diacu

IKU

Penjelasan

Unit SKPD
Penangungjawab

Ket.

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa




INDIKATOR KINERJA UTAMA

ama Organisasi - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemsrintah yang menjadi kewenangan daerah bidang perigendalian

)
ugas Pokok penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah

ungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal peiaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Pelaksanaan administrasi dinas sesual dengan tugasnya;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupatii sesuai dengan tugas dan fungsinya.

rdikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis

Unit EKPD

Basaran RPJMD IKU Penjelasan :
Sasaran Renstra SKPD as diacu yang J Penangungjawab Ket
otal Fertility Rate (TFR) Terkendsalinva Dinas Pengendalian
pertumbuhan Laju Pertumbuhan penduduk dan
penduduk Penduduk Keluarga
Berencana
Penjelasan :

Formulasi Pengukuran :

-

©

L N 1=




rganisasi
okok

r Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARAWANG

Dinas Perhubungan
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan

1.

TSN

Penyusunan kebjakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hat pelaksanaan urusan pemerintah vang
menjadi kewenangan dacrah bidang perhubungan;
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungean;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnva;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinyva.

SASARAN STRATEGIS

\SARAN RPJMD

SASARAN RENSTRA SKPD

1KY

PENJELASAN

SKPD PENANGGUNG
JAWAB

KET.

Jkatnhya Kualitas dan
itas Infrastruktur di

upaten Karawang

Membangun system jaringan
transportasi yang terpadu di
Wilayah Kabupaten

Persentase Jaringan
Trayek

Formulasi

% rasio Angkutan Jafan = Jaringar Trayek Angkutan
Umum / Total Jaringan Trayek Kabupaten x 100%

Tipe Perhitungan

Kumulatif

Dinas Perhubungan

Karawang - Data Angkutan Urmum Dinas Perhubungan Kab.
Sumber Data Karawang, Data Jaringan Jalan Dinas PUPR Kab.
Karawang
Jumiah uji berkala / jumiah taman KBWY x100 %
Melaksanakan Peraturan dan Formulasi
Persentase Kepaluhan KBWY = Taman Kendaraan Bermotor Wajb Ui ;
Perundagg-Ltjnd:ngan ¥ang | oo demitik Kendaraan A o Ly Dinas Perhubungan
etapkan Tipe Perhitungan Non Kumulatif
Sumber Bala UPTD Pengujian Kendaraan Sermotor
Meningkatkan Pelayanan Formulasi Area rawan macet  / Personil Gatur lalintas x 100 %

Persentase Penurcnan

Penyelenggaraan f—— Dinas Perhubur
oaubugan Kemacetan Tipe Perhitungan Kumuiatt inas Petubungan
Sumber Data Dinas Perhubungan Kab. Karawang
Jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang pada
Formulasi Jalan Kabupaten / Jumlak Total Kebuluhan alat

Tersedianya Sarana dan
Prasarana Perhubungan

Persentase sarana dan
prasarana Perhubungan

perlengakapan jalan Kabupaten x 100 %

Tipe Perhitungan

Kurnulatif

Sumber Data

Dinas Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan R
Nomor 2 Tahun 2013

Sumber Data

[¥nas Perhubungan Kab. Karawang

Dinas Perhubungan




1

Nama Organisasi

2 Tugas Pokolk

INDIKATOR KINERJA UTAMA

: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangzan daerah bidang komunikasi
dan informatika. bidang versandian dan tugas pembantuan vang ditugaskan keoeda Daerah

3 Fungsi Perumusan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerzh bidang komunikasi dan informetika dan bidang persandian
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi darn infermatika dan bidang persandian
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemeriniashan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi
dan informatika dan bidang persandian
Pelaltsanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
SASARAN STRATEGIS/SASARAN
UNIT SKPD
NO SASARAN RENSTRA SASARAN RPJMD YANG IRKU PENJELASAN KETERANGAN
PENANGGUNG JAWAB
SKPD DIACU
1 {Meningkatnya Meningkatnya tata kelola Peningkatan Nilai Indeks Formulasi Penghitungan : Dinas Komunikasi dan

pemanfaatan sistem

dalam pemerintahan

Jjdeerab. ... .. . .

informasi dan teknologi

pemerintahan yang bersih
dan berwibawa

Sistem Femerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE}
dari Kemenpan RB

Penjumlahan dari Nilai Setiap
Indikator x Nilai Kematangan
x Bobot Indikator

‘ ]1}5& Pcnghﬁitillxrlga;]’: Non N

Kurnulatif o

Sumber Data : T(Iemenp;n_RB

Irformatika Kabupaten
Yarawang

Prosentase Dokumen
Perencanaan SPBE

Formulasi Penghitungan :
{Dolkumen Perencanaan SPGE
vang dimiliki/Dokumen
Perencanaan SPEBE ysang
dibutizhkan)*100%

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Karawang

Tipe Penghitungan :
Kumulatif

Pendataan ke SKI’'D

Sumber Data : Hasil

Cakupan SKPD vang
mengimplementasilkan
SPBE

Formmulasi Penghitungan :
(Jumlah SKPD yang sudah
memiliki wcbsite dan aplikasi
online / Jumlak SKEPD yang
ada)*100%

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Karawang




Nama Perangkat Daerah

ugas

“ungsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

: Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

: & Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah bidang penanaman meodal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu;

¢. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal,

fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksznaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

¢. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupat: terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unit SKPD
Sasaran Strategis IKU Penjelasan Penanggun; Ket.
Sasaran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang diacu gjawab
Formulasi Penghitungan : |pn . n''x 100%
n-!.
. . = Tahun Berjalan
. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan N . n ]
11ngk.atnya Kemudahan Yang baik dalam kerar.gka otonomi Pcmngkatan.Nllal n-1 = Tahun Sebelumnya | DPMPTSP
stasi Investasi
daerah " . ;
Tipe penghitungan : Kumulatif
Sumber data DPMPTSP Kab. Karawang
Formulasi Penghitnngen @ |n-n''x 100%
-1
n
. Meningkatoya T. Kelpia Pe 1 i . = 1 ;
ingkatnya Kemudahan ‘r\’/[enlr;)gakjitz;laarsijei\;n?;(a otr;l::;itahdn Peninglkatan 1 Tahqn Beclt‘u—‘dan N
yanan Perizinan ang rang : pelayanan perizinan — i n-1 = Ta_nun Sebelurunya 3 DPMPTSP
daerah Tipe penghitungan : Kumulatif
Sumber data DPMPTSP Kab. Karawang




Nama Organisasi
Tugas Pokok

Fungsi

Indikator Kinerja Utama

INDKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang
pariwisata danbidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

1. Penysunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalah hal pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;

2. Penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan
bidang kebudayaan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya,

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasgaran Strategis Uszit SKPD
. Sasaran RPJMD yan IKU Penjelasan Penangungjawa| Ket.
Sasaran Renstra SKPD yang i gungi
diacu b
Terwujudnya destinasi Meningkatnya
pariwisata pariwisata yang Jumlah wisaiawan

berbasis budaya lckal

Penjelasan :

Formuiasi Pengukuran : Dinas Pariwisata

Jumlah kunjungan dan
wisatawan Kebudayaan

Type Penghitungan
Kumulatif

{1Sumber Data ;
Bidang Pemasaran




kepariwisataan

Formulasi Pengukuran :

Jumlah jenis usaha
kepariwisataan

Tvpe Penghitungan :
Kumulatif

Sumber Data :

Bidang Destinas: Pariwisata

Kebudayaan

Sasaran Strategis Unit SKPD
Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan Penangungjawa Ket.
Sasaran Renstra SKPD di b
iacu
Dinas Pariwi
Jumlah PAD sektor inas rariwisata
iwisat Penjelasan dan
pattwisata Kebudayaan
Forrnulasi Pengukuran :
Jumilah PAD sektor
pariwisata
Type Penghitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Bidang Destinasi Pariwisata
Jumla; oni sah Dinas Pariwisata
umlan jenis u a Penjelasan dan




Sasaran Stratggis

Sasaran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD yang

diacu

IKU

Penjelasan

Unit SKPD
Penangungjawa
b

Ket.

Jumlah penyelenggaraan
pertunjukan kebudayaan
tradisional lokal serta
festival seni dan budaya

Type Penghitungan :
Kumulatif

Sumber Data :

Bidang kebudayaan

Jumlah situs sejarah dan
cagar budaya yang
terkelola dengan baik

Penjelasan :

Formulasi Pengukuran :

Jumlah situs sejarah dan

cagar budaya yang terkelola

dengan baik

Type Penghiiungan :

Non Kumulatif

Sumber Data :
Bidang Kebudayaan

Dinas Pariwisata
dan
Kebudayaan




Perangkat Dae :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Membantu Bupati melaksanakan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan

kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

a. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyeienggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang

d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

tor Kinerja Utama :

SASARAN STRATEGIS

Unit SKPD

ran Rensira Sasaran RPJMD yang IXU Penjelasan Penanggungjawab Ket.
SKPD diacu

gkatnya Meningkatnya tata kelola [Cakupan pengelola |Formulasi Pengukuran : Bidang

nan terhadap |pemerintah yang bersih [perpustakaan Jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan

taka dan dan efisien desa/kelirahan yang

emen telah terbina _ X 100%

talcaan Jumiah pengelola perpustakaan desa/kelurahan

Tipe Penghitungan ;

Kumulatif

Sumber Data

Laporan Supervisi Pembinaan dan Stimulasi
Pada Perpustakaan Sekolah, Perpustaksan Desa

Cakupan pengelola
perpustakaan
sekolah yang telah
terbina

Formulasi Pengukuran :
Jumlah pengelola perpustakaan sekolah vang

x 100%
Jumtlah pengelcla perpustakasn sekolah

Tipe Penghitungan :

Kumulatif

Sumber Data

Laporan Supervisi Pembinaan dan Stimulasi

. {Pada Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa




SASARAN STRATEGIS

ran Renstra Sasaran RPIJMD yang IXU Penjelasan Pen:\}:: i Si{ P‘Ewab Ket.
SKPD diacu ggungj
Persentase Formulasi Pengukuran : Eidang
peningkatan Perpustakaan
permnustaka Jumlah Pemustaka yang Berkunjung

X 100%
Jumliah Penduduk Karawang Usia 10 s/d 58

Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data

Laporan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan
Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya

katnya
nan
strasi
»an

Cakupan dokumen
arsip yang telah
terintegrasi dengan
Sistem Informasi
Manajemen Arsip
Daerah (SIM ARDA)

Formulasi Pengukusan :
Jumlah dekumen arsip yang di Input

X 100%

Jumlah Keseluruhan

Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

Sumber Data

Laporan lmplementasi SIM ARDA

Bidang Kearsipan




ama Organisasi

ugas Pokok

ungsi

dikator Kinerja Utama

Dinas Perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mernbantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan serta tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

1. penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan; pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah bidang perikanan;

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang

perikanan;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

—

Sasaran Strategis

Sasaran RPJMD IKU Penjelasan Unit SKPD Kot.
Sasaran Renstra SKPD . Penangungjawab
yang diacn
rcapainya Target Meningkatnya PB = FB (n-1} + (PB (n-1)) X 1%)

-oduksi Perikanan
udidaya

pendapatan nelayan
kecii di laut

Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya (Ton)

Ket :
PB = Produksi Perikanan Budidaya
PBn-1) = Produksi Perikanan Budidaya tahun
sebelumnya

1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun
ke belakang

Penjelasan ¢
Formulasi Pengukuran :

Ket :
PB = Produksi Perikanan Budidaya
PB(n-1) = Produksi Perikanan Budidaya tahun
sebelumnya

1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun
ke belakang

I'ype Penghitungan :

Non Kumulatif

1ISumber Nata - :

Dinas Perikanan

Sumber Data

1. Data
Statistik
Dinas

2. BPS




Sasaran Strategis

Sasaran Renstra SKPD

Sasaran RPJMD
yang diacu

IKU

Penjelasan

Unit SKPD
Penangungjawah

Ket.

Bidang Perikanan Budidaya

'arcapa.inya Target
oduksi Perikanan
angkap

;rcapajn_\,'a Target
oduksi Usaha Kecil

Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap
(Tor)

PT = PT{n-1) + (PT{n-1) X 1%,
Ket :
PT = Produksi Perikanan Tangkap
PTn-1) = Produksi Perikanan Tangkap tahun
sebelumnya

1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun
ke helakang

Penjelasan :
Formulasi Pengukuran :

Ket:
PT = Produksi Perikanan Tangkap
PT(n-1) = Produksi Perikanan Tangkap tahun
sebelumnya

1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun
ke belakang

Type Penghituingan

Non Kumulatif

Sumber Data .

Bidang Perikanan Tangkap

Dinas Perikanan

Sumber Data

Data Statistik
Dinas

2. BPS

3. Laporan
Manajer TPI

Jumlah Produksi
QOlahan Hasil
Perikanan (Ton)

PG = PO(n-1) + (PO (n-1) X 1%)

Ket :
20 = Produksi Olahan lkan
POn-1) = Produksi Olahan Ikan tahun
sebelumnya
1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun

ke belakang

Penjelasan :

Formulasi Pengulouran :

Sumber Data

1T Thimtn




Sasaran Strategis

Sasaran RPJMD IKU Penjelasan Unit SKI.’D Ket.
Sasaran Renstra SKPD . Penangungjawah
yang diacu
Dinas Perikanan SN

Ket St.atlstlk
PO = Produksi Olahan Ikan Dinas
POn-1) = Preduksi Olaban Ikan tahun 2. BPS
sehelumnya

1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun
ke belakang

Type Penghitungan :

Non XKumulatif
Sumber Data :

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

ércapainya Target
‘oduksi Garam Rakyat

Jumlah Produksi
Garam Rakyat
(Ton}

PG = PG (n-1)+ (PG (n-1) X 1%)]

Ket :

PG = Produksi Garam

PG(n-1) = Produksi Garam tahun sebelumnya
1% = Rata-rata peningkatan produksi S tahun

ke belakang

Penjelazan :
Forinulasi Penpukuran :

Ket :

PG = Produksi Garam

PG(n-1) = Produksi Garam tahun sebelumnya
1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun

ke belakang

Tvpe Penghitungan :

Non Kumulatif
Sumber Data :

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

Dinas Perikanan

Sumber Data

1. Data
Statistik
Dinas

2. BPS




INDIKATOR KINERJA UTAMA

ama Organisasi . Dinas Pertanian
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian serta tugas
ugas Pokok .
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah,
ungsi : L. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang
pertanian;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

dikator Kinerja Utama

—

Sasaran Strategis

- F—— . Unit SKPD
8 RPJMD yan IKU Penjela

Sasaran Renstra SKPD asaran diacn yang enjelasan Penangungjawah Ket.
Eningkatnya produksi Meningkatnya produksi {1. Produktivitas

rtanian pertanian Dinas Pertanian

a. Padi (kw/ha) Penj=lasan :
Formulasi Pengukuran ;
umlah Produkesi (to
Provitas(kw/ha) = 2 ah Produksi (on)

Jumlah Luas Panen (Ha) o

Type Penghitungan :

Non Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Pertanian

b. Palawija {kw/ha) Penjelasan :
Formulasi Pengukuran :
Jumlah Produks: (ton)

Provi k )=
rovitas(kw/ha) Junilah Luas Panen {Ha) x 100

Type Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :




Sasaran Strategis

Sasaran RPJMD yang

Sasaran Renstra SKPD diacu

IKU

Penjelasan

Unit SKPD
Penangungjawab

Ket.

Hortikultura /Jamur

" merang (kw/kubung)

Dinas Pertanian

Penjelasan :

 Formulasi Penpukuran ;

_ Jumlah Produksi (kw)

Provitas(kw/kbg/panen) = Jumlah kubung (kbg)

Tvpe Penghitungan ;
Non Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Pertanian




na Perangkat Daerah

as

gsi

 ""INDIKATOR KINERJA UTAMA -

: Dinas Koperasi dan UKM
: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha
kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
© 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan /atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis

Unit SKPD

ran Renstra SKPD

IKU Penjelasan

Sasaran RPJMD yang diacu Penanggungjawab

1bangan
dayaan peran
dalam mendorong

Persentase UMKM
sehat

Meningkatnya Peluang Kerja

Forraulasi Penghitungan:

hamlah UMKM akt;! x 100, |Pinkop UKM
womian daerah

Jumlah keseluruhan UMKM

Tipe penghitungan:

Kumulatif

Sumber data: Bidang PUM
¥ Target i ] {er; . . .
1an farge - Meningkatnya Peluang Kerja Persentase koperasi Formulasi Penghitungan: .
bangan kualitas chat Jumlah k i altif Dinkop UKM
i meningkat sena um cperas? a X 100%

Jumlah keselurihan
operasi

Tipe penghitungan:
Kumulatif

Sumber data: Bidang
Kelembagaan dan

Pergawasan




INDIKATOR KINERJA UTAMA

it Organisas: DINAS PERINDUSTRIAN DAY PERDAGANGAN KABUPATEN KARAWANG

zas Pokok Mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

1gsi * a. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan

bidang perdagangan;

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
¢. Pemantauan, evaluasi, danpelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
€. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sasaran Strategis UNIT SKPD
Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD KU PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB| *°
Yg diacu
lngkatkan  Kualitas Meningkatnya Persentase  Tingkat Jmih industri formal tahun (n] - jmlh industri formal tahun (n-1) Bidang Industri
ha industri peluang kerja Pertumbuhan  sektor | @@ e X 100%
Industri Formal Jumlah industri formal tahun (n- 1)
Persentase  Tingkat Jmilh industri non formal tahun (n) - jmlh industri non formal tahun (n-1) Bidang Industri
Pertumbuhan  sektor | @ e X 100%
Industri Non Formal Jumlah industri non formal tahun (n- 1)
lingkatnya pola distribusi Persentase rata - rata Rata-rata ketersedian sembako dan barang penting lainnya tahun (n) Bid. Perdagangan
ang dan  pengamanan kelancaran arus barang | Rata-rata ketersedian sembako dan barang penting lainnya tahun (n-1)
lagangan sembilan bahan pokok | =000 e X 100%
dan barang penting
lainnya
Rata-rata ketersedian sembako dan barang penting lainnya tahun (n-1)
ingkatnya Alat UTTP Persentase peningkatan Bidang Kemetrologian
; bertanda Tera sah yang UTTP yang bertanda tera Jmlh UTTP bertanda tera tahun (n) - jmlh UTTP bertanda tera tahun (n-1)
nakan sah | e X 100%
Jumlah UTTP bertanda tera tahun (n-1)
ingkatnya  Kualitas Persentase Bangunan Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik Bidang Pasar
r rakyat Pasar  Rakyat [/ | == e X 100%
tradisional yang Layak Jumlah pasar yang ada
setiap tahun
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